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KATA PENGANTAR 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Strategis sebagai 

penjabaran dan sinkronisasi Tugas Pokok dan Fungsi terhadap Visi dan Misi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam Visi dan Misi Daerah 

melalui RPJMD 2016-2021. 

Adapun Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 ini disusun sebagai alat  

ukur yang selanjutnya akan dievaluasi setiap tahun sehingga pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan tetap terkendali 

dan terukur tingkat keberhasilannya sesuai yang ditetapkan dalam indikator kinerja. 

Kiranya Renstra ini benar-benar dapat dijadikan pedoman bahkan memotivasi 

segenap jajaranBadan Pengelola Pajak dan RetribusiDaerah Provinsi Sulawesi Utara 

untuk mencapai lompatan dalam peningkatan penerimaan daerah dimana 

penerimaan Pendapatan Daerah diharapkan dapat menyentuh angka 3,7 Trilyun 

Rupiah dan Pendapatan Asli Daerah menyentuh angka 1,3 Trilyun Rupiah pada 

akhir periode Tahun 2021. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang. 

Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian 

integral dari Pembangunan Nasional, sehingga Badan pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai unit pelaksana, 

mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban 

program dan kegiatan hendaknya sejalan dengan arah dan kebijakan 

umum daerah dan nasional. 

Rencana Strategis 2016-2021 merupakan proses berkelanjutan dan 

sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan 

memanfaatkan sebanyak-banyaknya data dan informasi, pengetahuan 

antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-

usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui 

umpan balik yang sistematis pula. 

Belajar dari pengalaman, melakukan integrasi keahlian sumber 

daya aparat dan sumber daya lainnya, serta melakukan analisis terhadap 

lingkungan internal dan eksternal, tugas pokok dan fungsi sebagai 

mandat berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 81 

Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susnan Organisasi Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara, maka untuk Rencana Strategis  2016-2021 SKPD 

Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

memilih dan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran serta program dan 

kegiatan yang sekiranya merupakan kesinambungan dari tahun-tahun 

sebelumnya dan pengembangannya sesuai kondisi daerah yang kini 

dalam kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara OLLY DONDOKAMBEY, SE 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. STEVEN O. KANDOUW. 
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Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara maka disusunlah 

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi 

Sulawesi Utara (Penggantian Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2008 

tentang tentang Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Dinas 

Pendapatan Daerah (PATDA) Provinsi Sulawesi Utara) dan Penetapan 

Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A Sulawesi Utara.  

Disemangati Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, di dalamnya memberikan kesempatan seluas-

luasnya bagi daerah untuk menggali sumber-sumber baru Pendapatan 

Asli Daerah serta memperluas dan memperdalam jenis-jenis pungutan 

yang sedang dilakukan, maka Badan pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diberi mandat untuk mengelola dan 

mengkoordinasikan pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA), 

melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan penerimaan 

Pendapatan Daerah (PATDA) dalam kurun waktu Rencana Strategis 

2016-2021, namun demikian upaya-upaya peningkatan penerimaan 

Pendapatan Daerah (PATDA) dimaksud sedapat mungkin tidak 

membebani perekonomian masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran visi 

Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019 akan terpenuhi dan selaras dengan Visi dan Misi 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Utara periode 2016-

2021 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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(RPJMD) dengan menjabarkan uraian Program dan Kegiatan Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.  

Pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan dalam penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya 

bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber 

daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai 

kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan 

pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan 

anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan ( policy), perencanaan 

(planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah 

dengan pemerintah daerah.  

Sebagai implemetasi pelaksanaan penyelarasan anggaran dalam 

pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015 memuat kebijakan kerangka 

pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Provinsi 

Sulawesi Utara. Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah 

dan desentralisasi fiskal menjadi issue yang dihadapi oleh setiap 

Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak 

seimbang dengan kapisitas fiskal (fiscal capacity) akan menimbulkan 

kesenjangan fiskal  (fiscal gap). Pemerintah Sulawesi Utara harus dapat 

meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara 

mengoptimalisasi potensi yang ada. Optimalisasi PAD dari sisi 

penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan 

anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik dengan prinsif 

value for money serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai 

strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan 

keuangan negara, dengan peningkatan prosedur pengendalian dari 

intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsif stewardship dan 

accountability. 
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Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, 

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

pda Pasal 26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya 

tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-

undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah 

dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk 

dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan 

Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan 

diluar yagn telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).  

Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan 

persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, 

karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2).  



5 
 

Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan 

perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang 

semulanya open list menjadi close list, Pemerintah Daerah hanya dapat 

melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 

yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan penambahan jenis 

pungutan untuk Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diatur dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.  Kebijakan Pemerintah 

Pusat sesuai dengan Undang-Undang memberikan kewenangan 

Pemerintah Daerah dengan memperluas basis Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal 

pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi 

preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.  

Pendapatan Asli Daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatan 

dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi ke 

dalam 4 (empat) jenis, yaitu : 

A.       Pajak Daerah 

 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

a. Pajak Provinsi meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 

Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan 
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Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan 

dan Pajak Rokok. Terkait dengan Pengelolaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan BBNKB telah diterbitkan Perpres 

nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap (SAMSAT) yang pembebanan anggaran dalam 

pengelolaannya merupakan tanggung jawab pemerintah 

daerah. Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur 

dalam Pasal 95 dengan persentase yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam 

Surat Keputusan Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang 

tersebut terdapat sisi kelemahan yaitu tidak adanya sanksi 

yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi 

mengenai keterlambatan penyaluran ke Kabupaten/Kota. Hal 

ini diperlukan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

memiliki kepastian untuk memprediksi arus kas masuk dan 

dapat digunakan untuk mendukung program kegiatan yang 

dianggarkan dalam APBD. Apabila tidak terdapatnya sanksi 

tentu Pemerintah Provinsi melakukan penyaluran tidak sesuai 

dengan ketentuan sehingga merugikan daerah secara 

berkelanjutan. Perubahan regulasi tersebut diperlukan agar 

Pemerintah memiliki kepastian dalam proses penganggaran 

dan pelaksanaan; 

b. Pajak Kabupaten/Kota meliputi : Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan 

Logam (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan dari 

Pemerintah Provinsi), Pajak Air Tanah, Pajak Sarang 

Burung Walet, PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 11 (sebelas) 
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Objek pajak tersebut dalam pelaksanaan harus diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan besaran 

persentase pengenaan pajak tidak diperkenankan 

melanggar aturan tentang Pajak Daerah. 

 

B.  Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan Retribusi daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis, 

yaitu : 

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu pungutan atas pelayanan yang 

disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 

oleh pribadi atau badan. Retribusi Jasa umum yang 

merupakan kewenangan Provinsi meliputi Retribusi 

Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan, Retribusi 

Pengujian Kenderaan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya 

Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Pendidikan, serta Retribusi 

Base Transmitter Cellular (BTS); 

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan atas pelayanan yang 

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut 

prinsip komersial yang meliputi : 

a.    Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan 

kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; 

dan/atau 

b.   Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum 

disediakan secara memadai oleh swasta. 
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Retribusi Jasa Usaha yang merupakan kewenangan Provinsi 

meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi 

Tempat Pelelangan, Retribusi Parkir di Kawasan Terminal 

tipe B, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat 

Penginapan/pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan 

Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, 

Retribusi Kawasan Pariwisata, Retribusi Penyeberangan di 

Air, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.  

3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pungutan atas pelayanan 

perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang 

pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan 

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana 

dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinanan 

Tertentu meliputi, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha 

Perikanan, Retribusi IMTA. 

 

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah 

sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakan ekonomi. Kinerja 

dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu 

utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan 

dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing 

maupun domestik agar perumbuhan ekonomi di daerah 

memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan dari jenis 

ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: Laba Atas 
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Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal 

pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan 

Patungan/Milik Swasta.  

D.     Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah jenis 

pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan 

daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah 

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis 

pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak 

Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan 

Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih NIlai 

Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan 

Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Hibah, 

Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas 

Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan 

Fasilitas Umum, dan Pendapatan dari Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan. 

1.2. Landasan Hukum. 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; yang telah beberapa 

kali diubah yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 

Badan/ Dinas / di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Utara; 

13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Provinsi 

Sulawesi Utara; 

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 Provinsi 

Sulawesi Utara; 

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 81 Tahun 2016 

tentang Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara; 
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16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100 tahun 2016 

tentang Pembentukan UPTD pada Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Provinsi sulawesi Utara; 

17.  Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara; 

1.3. Maksud dan Tujuan. 

1. Maksud  

 Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini 

adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan bagi 

semua unit kerja di lingkungan Perangkat daerah (PD)Badan 

pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

agar secara konsekuen dan konsisten dapat 

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai 

Visi dan Misi Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara periode 2016-2021 yang relevan 

dengan kebijakan nasional dan daerah di bidang pengelolaan 

Pendapatan Daerah (PATDA). 

2. Tujuan 

 Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah: 

a.   Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis yang 

secara komprehensif menjabarkan indikator kinerja yang 

hendak dicapai sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran 

yang hendak dicapai oleh SKPD; 

b. Tersedianya suatu alat ukur yang konsisten bagi semua unit 

kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta 

mengevaluasi kinerjanya; 
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c. Tersedianya suatu dokumen yang menjadi komitmen bersama 

seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam 

melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan 

Misi SKPD yang selaras dengan Visi dan Misi Daerah. 

1.4. Sistematika Penulisan. 

Bab  I  Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

Bab  II   Gambaran Pelayanan SKPD 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 

2.2. Sumber Daya SKPD 

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 

Bab  III   Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan   

SKPD 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian     

     Lingkungan Hidup Strategis   

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Bab  IV   Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan 

4.1. Visi dan Misi SKPD 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 

Bab    V  Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 
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Bab  VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan  

Sasaran RPJMD 

Bab  VII Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

 

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan 

kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Daerah dimana 

Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya secara 

optimal sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan serta untuk 

meningkatkan sumber daya pembangunan menuntut Badan pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah untuk semakin meningkatkan kreatifitas dan 

kinerjanya. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Sulawesi Utara Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah 

yang diterjemahkan dalam Struktur Organisasi Badan pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam kedudukan merupakan 

unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

Provinsi yang dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah Provinsi, sebagaimana Peraturan Gubernur Sulawesi Utara 

Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi 

Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Penggantian Peraturan Gubernur Nomor 62 

Tahun 2008 tentang tentang Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi 

Dinas Pendapatan Daerah (PATDA) Provinsi Sulawesi Utara) dan Penetapan 

Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara Tipe A Sulawesi Utara . 
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2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 

1. Tugas 

Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

mempunyai Tugas Pokok “membantu Gubernur dalam 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

Daerah di bidang pengelola Pajak dan Retribusi Daerah .” 

2. Fungsi 

Sedangkan fungsi Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara mencakup:     

a) Perumusan kebijakan teknis di bidangnya; 

b) Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian 

pengembangan Pendapatan Daerah (PATDA); 

c) Penyelenggaraan Urusan Pajak dan Retribusi Daerah; 

d) Penyelenggaraan pengendalian dan pembinaan 

Pendapatan Daerah (PATDA); 

e) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah;dan 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi merupakan 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Tipe A untuk 

mewadai pelaksanaan fungsi Badan Daerah Provinsi dengan beban 

kerja yang besar (sesuai Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 81 

Tahun 2016). 

 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dibentuk Unit Pelaksana 

Teknis Badan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara Tipe A Sulawesi Utara  yang terdiri dari : 



16 
 

1. UPTB Manado 

2. UPTB Minahasa 

3. UPTB Bitung 

4. UPTB Tomohon 

5. UPTB Minahasa Selatan 

6. UPTB Minahasa Utara 

7. UPTB Minahasa Tenggara 

8. UPTB Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang  

Mongondow Timur 

9.  UPTB Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Selatan;dan 

10. UPTB Sangihe, Talaud dan Siau Tagulandang Biaro.  

UPTB berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan, dengan tugas sebagai berikut : 

a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara 

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan 

teknis penunjang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka 

mendukung pelaksanaan Tugas Badan. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTB 

mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan kebijakan UPTB 

2. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan 

dan pengendalian tugas 

3. Penyelenggaraan urusan UPTB Manado, Minahasa, Bitung, 

Tomohon, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa 

tenggara, Bolmong, Bolmut, Boltim, Kotamobagu dan 

Bolaang Mongondow Selatan, Sangihe , Talaud dan Siau 

Tagulandang Biaro;dan  

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
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3. Struktur Organisasi SKPD 

Struktur Organisasi Badan pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari : 

1. Kepala Badan mempunyai tugas : 

a. Perumusan kebijakan teknis; 

b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan 

pelaksanaan tugas; 

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;  

d. Penyelenggaraan urusan administrasi Kesekretariatan;  

e. Penyelenggaraan urusan di bidang Pendapatan lain-lain; 

f. Penyelenggaraan urusan di bidang Perencanaan dan 

Pengembangan; 

g. Penyelenggaraan urusan di bidang Pajak Daerah; 

h. Penyelenggaraan urusan di bidang Pengendalian dan 

Pembinaan; 

i.   Penyelenggaraan urusan di Unit Pelaksana Teknis Badan dan 

Kelompok Jabatan Fungsional; 

j.  Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah; dan 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  

 

2. Sekretariat mempunyai tugas: 

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang 

mempunyai tugas Penyelenggaraan pelayanan administrasi 

umum, kepegawaian dan hukum, perencanaan dan keuangan 

serta tugas lain yang diberikan pimpinan, untuk 

melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :  
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1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan 

administrasi  

2. Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan 

kegiatan; 

3. Penyelenggaraan urusan kepegawaian dan hukum; 

4. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;  

5. Penyelenggaraan urusan umum; 

6. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.  

3. Bidang Pendapatan Lain-lain; 

4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan; 

5. Bidang Pajak Daerah; 

6. Bidang Pengendalian dan Pembinaan; 

 

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas: 

1. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan 

bahan penyusunan peraturan perundang-undangan; 

2. Menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan 

telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum; 

3. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan 

hukum; 

4. Melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum; 

5. Menyiapkan dan menyusun formulir isian database 

kepegawaian; 

6. Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, 

pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, 

karia/karsu, askes, taspen, npwp sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

7. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja 

dalam pemberian tunjangan; 
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8. Mengusulkan penerimaan pengharagaan, cuti 

sumpah/janji, pengembangan dan kesehjateraan PNS; 

9. Membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan 

(DUK); 

10. Fasilitasi pemberian bahan pembuatan SKP; dan  

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  

 

c.   Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai 

tugas: 

1. Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran; 

2. Menganalisa dan menyusun rumsan penyelenggaraan 

perencanaan program dan anggara; 

3. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan 

akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;  

4. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, 

pembukuan perbendaharaan dan gaji; 

5. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;  

6. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, 

pengeluaran kas, investasi dan hutang piutang;  

7. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan 

perencanaan dan keuangan; 

8. Menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur 

akuntansi; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  

 

d.   Sub Bagian Umum mempunyai tugas :  

1.   Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan;  

2. Menyiapakan, menyusun, menelita dan melaksanakan 

administrasi surat menyusrat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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3.  Menggandakan dan mendistribusikan surat menyurat;  

4.  Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan 

dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan 

administrasi perjalan dinas; 

5. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data 

informasi untuk kepentingan masyarakat; 

6. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, 

keamanan dan ketertiban kantor; 

7. Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan 

dokumentasi; 

8. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  

 

3. Bidang pendapatan lain-lain mempunyai tugas untuk 

melaksanakan urusan di bidang pendapatan lain-lain, retribusi dan 

dana perimbangan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan pengelolaan , penyampaian laporan data obyek 

dan subyek pendapatan lain-lain yang sah serta penyusunan 

rumusan kebijakan teknis penerimaan pendapatan lain-lain 

daerah yang sah 

2. Pelaksanaan pengelolaan, penyampaian laporan data obyek, 

subyek retribusi daerah, evaluasi penerimaan retribusi daerah 

dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pendapatan Daerah 

(PATDA) serta penerimaan retribusi; 

3. Pengkoordinasian pelaksanaan penerimaan bagi hasil pajak 

dengan pemerintah pusat, penyusunan rumusan kebijakan 

teknis penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta 
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pelaksanaan evaluasi bagi hasil pajak daerah dan bukan pajak 

daerah; 

4. Penyusunan laporan kegiatan; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.  

 

a. Sub Bidang Pendapatan lain-lain mempunyai tugas : 

1. Merencanakan kegiatan sub bidang pendapatan lain-lain 

berdasarkan rencana operasional bidang retribusi dan 

pendapatan lain-lain dan ketentuan yang berlaku (how) 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas (why);  

2. Menyusun bahan rencana operasional sub bidang pendapatan 

lain-lain dan arahan pimpinan agar pimpinan dapat 

menyusun rencana operasional bidang; 

3. Mengkoordinasikan terhadap penerimaan sumber-sumber 

pendapatan lain-lain yang sah; 

4. Mengevaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan lainnya; 

5. Melaksanakan pemungutan, penerimaan, mencatat serta 

menyetorkan hasil pendapatan lainnya 

6. Menggali sumber-sumber pendapatn lainnya diluar pajak 

daerah dan retribusi darah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku; 

7. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.  

 

b. Sub Bidang Retribusi mempunyai tugas : 

1. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan / penelitian penetapan 

retribsui daerah; 

2. Melakukan monitoring evaluasi dan pengkajian terhadap 

peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah; 
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3. Menyiapkan segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan,  

dan mempersiapkan bahan, menyusun program kerja dan 

merumuskan kebijaksanaan teknis mengenai penetapan 

target retribusi daerah; 

4. Menggali sumber-sumber retribusi daerah dalam rangka 

peningkatan PAD; 

5. Mengkoordinasikan penerimaan PAD dengan instansi terkait 

dalam rangka penerimaan retribsui daerah; 

6. Menghimpun dan mendokumentasikan data penerimaan 

retribusi dari instansi unit pengelola PAD; 

7. Membuat konsep dan usulan target retribusi daerah dengan 

SKPD pemungut retribusi daerah; 

8. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD penerima retribusi;  

9. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  

 

c. Sub Bidang Dana Perimbangan mempunyai tugas : 

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan bagi hasil pajak 

dengan pemerintah pusat; 

2. Mengawasi pelaksanaan penerimaan dan pelaporan bagi hasil 

pajak dari pemerintah pusat; 

3. Mengkoordinasikan pelaksaan penerimaan PAD dengan 

intansi terkait untuk penghitungan bagi hasil pajak provinsi; 

4. Mengawasi pelaksanaan penghitungan dan pelaporan bagi 

hasil pajak provinsi; 

5. Mengkoordinasikan dan mengawasi penyaluran bagi hasil 

pajak provinsi; 

6. Mengevaluasi pelaksanaan dan pelaporan bagi hasil pajak 

provinsi; 
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7. Membuat konsep dan usulan alokasi sementara/definitif bagi 

hasil pajak provinsi;  

8. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  

 

4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan di bidang perencanaan pendapatan, 

pengembangan teknologi informasi pendapatan, analisis dan 

pelaporan data pendapatan serta tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan.  

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi: 

1.Pengoordinasian penyusunan program dan perencanaan anggaran;  

2. Pengoordinasian pengembangan teknologi informasi pendapatan; 

3. Pengoordinasian pelaksanaan analisis dan pelaporan data 

pendapatan; dan 

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas : 

1. Menganalisis konsep program dan perencanaan anggaran 

pendapatan; 

2. Menyiapkan bahan analisis terhadap objek, subjek dan potensi 

pengembangan Pendapatan Daerah (PATDA); 

3. Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis 

pelaksanaan pengembangan Pendapatan Daerah (PATDA); 

4. Menyusun target Pendapatan Daerah (PATDA); 

5. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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b.  Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi   

Pendapatan mempunyai tugas : 

1. Menganalisis konsep pengembangan teknologi informasi 

pendapatan; 

2. Memonitoring kelancaran pelaksanaan teknologi informasi 

pendapatan; 

3. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

c. Sub Bidang Analisis dan Pelaporan Data Pendapatan    

mempunyai tugas : 

1. Mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pengolaan data; 

2. Mengkaji konsep dan pelaporan data pendapatan; 

3. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

5.  Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan di 

bidang pajak daerah, pembukuan pajak daerah dan sengketa 

pajak daerah serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pajak Daerah mempunyai 

fungsi: 

1. Pengoordinasian pendataan wajib pajak daerah;  

2. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi dan pelayanan 

pajak; 

3. Pengoordinasian laporan data penerimaan pajak daerah; dan 

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

a. Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas : 

1. Membuat  rencana kegiatan pendataan pajak daerah; 

2. Memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah; 
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3. Menyiapkan bahan analisis terhadap  sumber-sumber  

penerimaan pajak; 

4. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan 

teknis terhadap sumber-sumber penerimaan pajak; 

5. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

b. Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah mempunyai 

tugas: 

1. Menganalisis program dan perencanaan laporan data 

penerimaan pajak daerah; 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi penerimaan pajak daerah; 

3. Mengumpulkan dan mengolah laporan data penerimaan 

pajak daerah; 

4. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

c. Sub Bidang Sengketa Pajak Daerah mempunyai tugas : 

1. Menganalisis program dan perencanaan pelaksanaan 

administrasi penyelesaian sengketa pajak; 

2. Menyiapkan bahan analisis  terhadap pelaksanaan 

administrasi penyelesaian sengketa pajak; 

3. Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan 

teknis terhadap pelaksanaan administrasi penyelesaian 

sengketa pajak; 

4. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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6. Bidang Pengendalian dan Pembinaan mempunyai tugas  

melaksanakan urusan di bidang pengendalian dan pembinaan 

administrasi, pengendalian Pendapatan Daerah (PATDA) dan dan 

pelaporan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk 

melaksanakan tugas  Bidang Pengendalian dan Pembinaan 

mempunyai fungsi: 

1. Pengoordinasian penyusunan program; 

2. Pengoordinasian pengendalian dan pembinaan administrasi; 

3. Pengoordinasian pengendalian Pendapatan Daerah (PATDA); 

4. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.   

a. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Administrasi 

mempunyai tugas : 

1. Mengawasi pelaksanaan dan pengendalian administrasi;  

2. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

b. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah (PATDA) 

mempunyai tugas : 

1. Mengawasi pelaksanaan pengendalian Pendapatan Daerah 

(PATDA); 

2. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : 

1. Mengawasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;  

2. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB): 

Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.  

 

 UPTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional 

yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan 

teknis penunjang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas badan. 

 

Untuk melaksanakan tugas UPTB mempunyai fungsi :  

 

a. Penyusunan kebijakan unit pelaksana teknis badan;  

b. Pelaksanaan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan 

pengendalian tugas; 

c. Penyelenggaraan urusan unit pelaksana teknis badan Manado, 

Minahasa, Bitung, Tomohon, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, 

Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara 

dan Bolaang Mongondow Timur, Kotamobagu dan Bolaang 

Mongondow Selatan, Sangihe, Talaud dan Siau Tagulandang Biaro; 

dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  

 

Adapun Unit Pelasana Teknis yang ada di Badan pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara :  

1. Unit Pelaksana Teknis Badan Manado 

1. UPTB Manado dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai 

fungsi: 

a. Penyusunan Kebijakan teknis ; 
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b. Pelaksanaan Perencanaan, Pengkoordinasian, Pembinaan dan 

Pengendalian Tugas pelayanan di bidang administrasi, hukum, 

kepegawaian dan keuangan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pelayanan Pajak kendaraan bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan bermotor dan pelayanan Sengketa dan lain-

lain Pendapatan Asli Daerah; dan 

c. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan.  

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :  

a. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan 

anggaran dengan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Melaksanakan penatausaan terhadap seluruh barang milik daerah 

yang diperoleh melalui beban APBD maupun perolehan lainnya 

yang sah melalui 3 kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi dan 

pelaporan sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana 

dengan baik sebagimana ketentuan yang berlaku; dan 

d. Menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat 

katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian barang milik 

daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang 

milik daerah. 

3. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : 

a. Menerima, mencatat, dan menyortir berkas pengajuan nota 

perhitungan pajak, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar memudahkan pencarian; 
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b. Menyiapkan lembar pengantar untuk persiapan pencetakan nota 

perhitungan pajak; 

c. Mencetak nota perhitungan pajak kendaraan bermotor berdasarkan 

aplikasi Samsat; 

d. Mengelompokan nota perhitungan pajak menurut jenis dan 

sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pendistribusian; 

e. Menyortir nota perhitungan pajak yang sudah dicetak dan sudah 

terbayar dan mengelompokkan nota pajak yang telah terbayar dan 

telah disortir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

f. Mendokumentasikan notice pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi ; 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik tertulis maupun lisan; dan 

i. Melakukan tugas lainnya yang diberikan pimpinan. 

4.  Seksi Pelayanan Sengketa dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

mempunyai tugas : 

a. Menerima dan memeriksa data dan potensi pajak sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;  

b. Mempelajari data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  

c. Menata data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  

d. Mengkonsultasikan kendala proses penataan data dan potensi 

pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk 

mencapai hasil yang diharapkan; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan data dan potensi pajak 

dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan 
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penataan data dan potensi pajak sebagai bahan perbaikan 

selanjutnya; 

f. Melaksanakan kegiatan pendataan rencana penerimaan dan 

pendapatan lain-lain; 

g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan 

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.  

 

2. Unit Pelaksana Teknis Badan Minahasa 

1. UPTB Minahasa dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai 

fungsi: 

a. Penyusunan Kebijakan teknis ; 

b. Pelaksanaan Perencanaan, Pengkoordinasian, Pembinaan dan 

Pengendalian Tugas pelayanan di bidang administrasi, hukum, 

kepegawaian dan keuangan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pelayanan Pajak kendaraan bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan bermotor dan pelayanan Sengketa dan lain-

lain Pendapatan Asli Daerah; dan 

c. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan.  

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :  

a. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan 

anggaran dengan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

b. Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Melaksanakan penatausaan terhadap seluruh barang milik daerah 

yang diperoleh melalui beban APBD maupun perolehan lainnya 

yang sah melalui 3 kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi dan 
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pelaporan sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana 

dengan baik sebagimana ketentuan yang berlaku; dan 

d. Menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat 

katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian barang milik 

daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang 

milik daerah. 

3. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : 

a. Menerima, mencatat, dan menyortir berkas pengajuan nota 

perhitungan pajak, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar memudahkan pencarian; 

b. Menyiapkan lembar pengantar untuk persiapan pencetakan nota 

perhitungan pajak; 

c. Mencetak nota perhitungan pajak kendaraan bermotor 

berdasarkan aplikasi Samsat; 

d. Mengelompokan nota perhitungan pajak menurut jenis dan 

sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 

agar memudahkan pendistribusian; 

e. Menyortir nota perhitungan pajak yang sudah dicetak dan sudah 

terbayar dan mengelompokkan nota pajak yang telah terbayar 

dan telah disortir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

f. Mendokumentasikan notice pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi ;  

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik tertulis maupun lisan; dan 

i. Melakukan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.  
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4.  Seksi Pelayanan Sengketa dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

mempunyai tugas : 

a. Menerima dan memeriksa data dan potensi pajak sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;  

b. Mempelajari data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  

c. Menata data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan; 

d. Mengkonsultasikan kendala proses penataan data dan potensi 

pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk 

mencapai hasil yang diharapkan; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan data dan potensi pajak 

dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan 

penataan data dan potensi pajak sebagai bahan perbaikan 

selanjutnya; 

f. Melaksanakan kegiatan pendataan rencana penerimaan dan 

pendapatan lain-lain; 

g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan 

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.  

 

3.   Unit Pelaksana Teknis Badan Bitung 

1. UPTB Bitung dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai fungsi 

: 

a. Penyusunan Kebijakan teknis ; 

b. Pelaksanaan Perencanaan, Pengkoordinasian, Pembinaan dan 

Pengendalian Tugas pelayanan di bidang administrasi, hukum, 

kepegawaian dan keuangan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pelayanan Pajak kendaraan bermotor, Bea 
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Balik Nama Kendaraan bermotor dan pelayanan Sengketa dan lain-

lain Pendapatan Asli Daerah; dan 

c. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan.  

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :  

a. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan 

anggaran dengan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

b. Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Melaksanakan penatausaan terhadap seluruh barang milik daerah 

yang diperoleh melalui beban APBD maupun perolehan lainnya 

yang sah melalui 3 kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi dan 

pelaporan sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana 

dengan baik sebagimana ketentuan yang berlaku; dan 

d. Menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat 

katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian barang milik 

daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang 

milik daerah. 

 

3. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : 

a. Menerima, mencatat, dan menyortir berkas pengajuan nota 

perhitungan pajak, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar memudahkan pencarian; 

b. Menyiapkan lembar pengantar untuk persiapan pencetakan nota 

perhitungan pajak; 

c. Mencetak nota perhitungan pajak kendaraan bermotor 

berdasarkan aplikasi Samsat; 
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d. Mengelompokan nota perhitungan pajak menurut jenis dan 

sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 

agar memudahkan pendistribusian; 

e. Menyortir nota perhitungan pajak yang sudah dicetak dan sudah 

terbayar dan mengelompokkan nota pajak yang telah terbayar 

dan telah disortir sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f. Mendokumentasikan notice pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi ;  

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik tertulis maupun lisan; dan 

i. Melakukan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.  

4.  Seksi Pelayanan Sengketa dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

mempunyai tugas : 

a. Menerima dan memeriksa data dan potensi pajak sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;  

b. Mempelajari data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  

c. Menata data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  

d. Mengkonsultasikan kendala proses penataan data dan potensi 

pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk 

mencapai hasil yang diharapkan; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan data dan potensi pajak 

dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan 

penataan data dan potensi pajak sebagai bahan perbaikan 

selanjutnya; 

f. Melaksanakan kegiatan pendataan rencana penerimaan dan 

pendapatan lain-lain; 
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g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan 

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan 

  

4. Unit Pelaksana Teknis Badan Tomohon 

1. UPTB Tomohon dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai  

fungsi : 

a. Penyusunan Kebijakan teknis ; 

b.Pelaksanaan Perencanaan, Pengkoordinasian, Pembinaan dan 

Pengendalian Tugas pelayanan di bidang administrasi, hukum, 

kepegawaian dan keuangan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pelayanan Pajak kendaraan bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan bermotor dan pelayanan Sengketa dan lain-

lain Pendapatan Asli Daerah; dan 

c.Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan.  

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 

a. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan 

anggaran dengan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

b. Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Melaksanakan penatausaan terhadap seluruh barang milik daerah 

yang diperoleh melalui beban APBD maupun perolehan lainnya 

yang sah melalui 3 kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi dan 

pelaporan sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana 

dengan baik sebagimana ketentuan yang berlaku; dan 

d. Menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat  
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katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian barang milik 

daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang 

milik daerah. 

3. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : 

a. Menerima, mencatat, dan menyortir berkas pengajuan nota 

perhitungan pajak, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar memudahkan pencarian; 

b. Menyiapkan lembar pengantar untuk persiapan pencetakan nota 

perhitungan pajak; 

c. Mencetak nota perhitungan pajak kendaraan bermotor 

berdasarkan aplikasi Samsat; 

d. Mengelompokan nota perhitungan pajak menurut jenis dan 

sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 

agar memudahkan pendistribusian; 

e. Menyortir nota perhitungan pajak yang sudah dicetak dan sudah 

terbayar dan mengelompokkan nota pajak yang telah terbayar 

dan telah disortir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

f. Mendokumentasikan notice pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi ;  

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik tertulis maupun lisan; dan 

i. Melakukan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.  

4.  Seksi Pelayanan Sengketa dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

mempunyai tugas : 

a. Menerima dan memeriksa data dan potensi pajak sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;  
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b. Mempelajari data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  

c. Menata data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  

d. Mengkonsultasikan kendala proses penataan data dan potensi 

pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk 

mencapai hasil yang diharapkan; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan data dan potensi pajak 

dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan 

penataan data dan potensi pajak sebagai bahan perbaikan 

selanjutnya; 

f. Melaksanakan kegiatan pendataan rencana penerimaan dan 

pendapatan lain-lain; 

g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan 

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan 

 

5. Unit Pelaksana Teknis Badan Minahasa Selatan 

1. UPTB Minahasa Selatan dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan Kebijakan teknis ; 

b.Pelaksanaan Perencanaan, Pengkoordinasian, Pembinaan dan 

Pengendalian Tugas pelayanan di bidang administrasi, hukum, 

kepegawaian dan keuangan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pelayanan Pajak kendaraan bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan bermotor dan pelayanan Sengketa dan lai n-

lain Pendapatan Asli Daerah; dan 

c. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan.  

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :  
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a. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan 

anggaran dengan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

b. Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Melaksanakan penatausaan terhadap seluruh barang milik daerah 

yang diperoleh melalui beban APBD maupun perolehan lainnya 

yang sah melalui 3 kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi dan 

pelaporan sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana 

dengan baik sebagimana ketentuan yang berlaku; dan 

d. Menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat 

katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian barang milik 

daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang 

milik daerah. 

3. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : 

a. Menerima, mencatat, dan menyortir berkas pengajuan nota 

perhitungan pajak, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar memudahkan pencarian; 

b. Menyiapkan lembar pengantar untuk persiapan pencetakan nota 

perhitungan pajak; 

c. Mencetak nota perhitungan pajak kendaraan bermotor 

berdasarkan aplikasi Samsat; 

d. Mengelompokan nota perhitungan pajak menurut jenis dan 

sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 

agar memudahkan pendistribusian; 
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e. Menyortir nota perhitungan pajak yang sudah dicetak dan sudah 

terbayar dan mengelompokkan nota pajak yang telah terbayar 

dan telah disortir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

f. Mendokumentasikan notice pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi ;  

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik tertulis maupun lisan; dan 

i. Melakukan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.  

4.  Seksi Pelayanan Sengketa dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

mempunyai tugas : 

a. Menerima dan memeriksa data dan potensi pajak sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;  

b. Mempelajari data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  

c. Menata data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan; 

d. Mengkonsultasikan kendala proses penataan data dan potensi 

pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk 

mencapai hasil yang diharapkan; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan data dan potensi pajak 

dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan 

penataan data dan potensi pajak sebagai bahan perbaikan 

selanjutnya; 

f. Melaksanakan kegiatan pendataan rencana penerimaan dan 

pendapatan lain-lain; 

g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan 

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan 
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6. Unit Pelaksana Teknis Badan Minahasa Utara 

1. UPTB Minahasa Utara dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan Kebijakan teknis ; 

b. Pelaksanaan Perencanaan, Pengkoordinasian, Pembinaan dan 

Pengendalian Tugas pelayanan di bidang administrasi, hukum, 

kepegawaian dan keuangan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pelayanan Pajak kendaraan bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan bermotor dan pelayanan Sengketa dan lain-

lain Pendapatan Asli Daerah; dan 

c. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan.  

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :  

a. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan 

anggaran dengan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

b. Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Melaksanakan penatausaan terhadap seluruh barang milik daerah 

yang diperoleh melalui beban APBD maupun perolehan lainnya 

yang sah melalui 3 kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi dan 

pelaporan sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana 

dengan baik sebagimana ketentuan yang berlaku; dan 

d. Menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat 

katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian barang milik 

daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang 

milik daerah. 
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3. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : 

a.  Menerima, mencatat, dan menyortir berkas pengajuan nota  

perhitungan pajak, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar memudahkan pencarian; 

b. Menyiapkan lembar pengantar untuk persiapan pencetakan nota 

perhitungan pajak; 

c. Mencetak nota perhitungan pajak kendaraan bermotor berdasarkan 

aplikasi Samsat; 

d. Mengelompokan nota perhitungan pajak menurut jenis dan sifatnya, 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pendistribusian; 

e. Menyortir nota perhitungan pajak yang sudah dicetak dan sudah 

terbayar dan mengelompokkan nota pajak yang telah terbayar dan 

telah disortir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

f.  Mendokumentasikan notice pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi ;  

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik tertulis maupun lisan; dan 

i.  Melakukan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.  

4.  Seksi Pelayanan Sengketa dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

mempunyai tugas : 

a. Menerima dan memeriksa data dan potensi pajak sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;  

b. Mempelajari data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan; 

c. Menata data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  
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d. Mengkonsultasikan kendala proses penataan data dan potensi pajak 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk 

mencapai hasil yang diharapkan; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan data dan potensi pajak 

dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan 

penataan data dan potensi pajak sebagai bahan perbaikan 

selanjutnya; 

f. Melaksanakan kegiatan pendataan rencana penerimaan dan 

pendapatan lain-lain; 

g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan 

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan 

7. Unit Pelaksana Teknis Badan Minahasa Tenggara 

1. UPTB Minahasa Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

yang mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan Kebijakan teknis ; 

b. Pelaksanaan Perencanaan, Pengkoordinasian, Pembinaan dan 

Pengendalian Tugas pelayanan di bidang administrasi, hukum, 

kepegawaian dan keuangan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pelayanan Pajak kendaraan bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan bermotor dan pelayanan Sengketa dan lain-

lain Pendapatan Asli Daerah; dan 

c. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan.  

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :  

a. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan 

anggaran dengan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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b. Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Melaksanakan penatausaan terhadap seluruh barang milik daerah 

yang diperoleh melalui beban APBD maupun perolehan lainnya 

yang sah melalui 3 kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi dan 

pelaporan sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana 

dengan baik sebagimana ketentuan yang berlaku; dan 

d. Menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat 

katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian barang milik 

daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang 

milik daerah. 

3. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : 

a. Menerima, mencatat, dan menyortir berkas pengajuan nota 

perhitungan pajak, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar memudahkan pencarian; 

b. Menyiapkan lembar pengantar untuk persiapan pencetakan nota 

perhitungan pajak; 

c. Mencetak nota perhitungan pajak kendaraan bermotor berdasarkan 

aplikasi Samsat; 

d. Mengelompokan nota perhitungan pajak menurut jenis dan 

sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pendistribusian; 

e. Menyortir nota perhitungan pajak yang sudah dicetak dan sudah 

terbayar dan mengelompokkan nota pajak yang telah terbayar dan 

telah disortir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

f. Mendokumentasikan notice pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi ;  
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g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik tertulis maupun lisan; dan 

i. Melakukan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.  

4.  Seksi Pelayanan Sengketa dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

mempunyai tugas : 

a. Menerima dan memeriksa data dan potensi pajak sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut; 

b. Mempelajari data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  

c. Menata data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan; 

d. Mengkonsultasikan kendala proses penataan data dan potensi 

pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk 

mencapai hasil yang diharapkan; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan data dan potensi pajak 

dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan 

penataan data dan potensi pajak sebagai bahan perbaikan 

selanjutnya; 

f. Melaksanakan kegiatan pendataan rencana penerimaan dan 

pendapatan lain-lain; 

g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan 

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan 

 

8. Unit Pelaksana Teknis Badan Bolaang Mongondow, Bolaang 

Mongondow Utara dan Bolaang Mongondow Timur 

1. UPTB Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara dan Bolaang 

Mongondow Timur dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan 
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dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan Kebijakan teknis ; 

b. Pelaksanaan Perencanaan, Pengkoordinasian, Pembinaan dan 

Pengendalian Tugas pelayanan di bidang administrasi, hukum, 

kepegawaian dan keuangan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pelayanan Pajak kendaraan bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan bermotor dan pelayanan Sengketa dan lain-

lain Pendapatan Asli Daerah; dan 

c. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan. 

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :  

a. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan 

anggaran dengan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

b. Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Melaksanakan penatausaan terhadap seluruh barang milik daerah 

yang diperoleh melalui beban APBD maupun perolehan lainnya yang 

sah melalui 3 kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi dan pelaporan 

sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana dengan baik 

sebagimana ketentuan yang berlaku; dan 

d. Menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat 

katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian barang milik 

daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang 

milik daerah. 

3. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : 
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a.  Menerima, mencatat, dan menyortir berkas pengajuan nota 

perhitungan pajak, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar memudahkan pencarian; 

b. Menyiapkan lembar pengantar untuk persiapan pencetakan nota 

perhitungan pajak; 

c. Mencetak nota perhitungan pajak kendaraan bermotor berdasarkan 

aplikasi Samsat; 

d.  Mengelompokan nota perhitungan pajak menurut jenis dan 

sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pendistribusian; 

f.  Menyortir nota perhitungan pajak yang sudah dicetak dan sudah 

terbayar dan mengelompokkan nota pajak yang telah terbayar dan 

telah disortir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

g.  Mendokumentasikan notice pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi ; 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  

i.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik tertulis maupun lisan; dan 

j.   Melakukan tugas lainnya yang diberikan pimpinan. 

4. Seksi Pelayanan Sengketa dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

mempunyai tugas : 

a. Menerima dan memeriksa data dan potensi pajak sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;  

b. Mempelajari data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  

c. Menata data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  
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d. Mengkonsultasikan kendala proses penataan data dan potensi 

pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk 

mencapai hasil yang diharapkan; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan data dan potensi pajak 

dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan 

penataan data dan potensi pajak sebagai bahan perbaikan 

selanjutnya; 

f. Melaksanakan kegiatan pendataan rencana penerimaan dan 

pendapatan lain-lain; 

g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan 

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan 

9. Unit Pelaksana Teknis Badan Kotamobagu dan Bolaang 

Mongondow Selatan 

1. UPTB Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Selatan dipimpin oleh 

seorang Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan yang mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan Kebijakan teknis ; 

b. Pelaksanaan Perencanaan, Pengkoordinasian, Pembinaan dan 

Pengendalian Tugas pelayanan di bidang administrasi, hukum, 

kepegawaian dan keuangan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pelayanan Pajak kendaraan bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan bermotor dan pelayanan Sengketa dan lain-

lain Pendapatan Asli Daerah; dan 

c. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan.  

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :  

a. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan 

anggaran dengan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  
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b. Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Melaksanakan penatausaan terhadap seluruh barang milik daerah 

yang diperoleh melalui beban APBD maupun perolehan lainnya yang 

sah melalui 3 kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi dan pelaporan 

sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana dengan baik 

sebagimana ketentuan yang berlaku; dan 

d. Menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat 

katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian barang milik 

daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang 

milik daerah. 

3. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : 

a. Menerima, mencatat, dan menyortir berkas pengajuan nota 

perhitungan pajak, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar memudahkan pencarian; 

b. Menyiapkan lembar pengantar untuk persiapan pencetakan nota 

perhitungan pajak; 

c. Mencetak nota perhitungan pajak kendaraan bermotor 

berdasarkan aplikasi Samsat; 

d. Mengelompokan nota perhitungan pajak menurut jenis dan 

sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 

agar memudahkan pendistribusian; 

e. Menyortir nota perhitungan pajak yang sudah dicetak dan sudah 

terbayar dan mengelompokkan nota pajak yang telah terbayar 

dan telah disortir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

f. Mendokumentasikan notice pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi ;  
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g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik tertulis maupun lisan; dan 

i. Melakukan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.  

4.  Seksi Pelayanan Sengketa dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

mempunyai tugas : 

a. Menerima dan memeriksa data dan potensi pajak sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;  

b. Mempelajari data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diha rapkan; 

c. Menata data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  

d. Mengkonsultasikan kendala proses penataan data dan potensi 

pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk 

mencapai hasil yang diharapkan; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan data dan potensi pajak 

dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan 

penataan data dan potensi pajak sebagai bahan perbaikan 

selanjutnya; 

f. Melaksanakan kegiatan pendataan rencana penerimaan dan 

pendapatan lain-lain; 

g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan 

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan 

 

10. Unit Pelaksana Teknis Badan Sangihe, Talaud dan Siau 

Tagulandang Biaro 

1. UPTB Sangihe, Talaud dan Siau Tagulandang Biaro dipimpin 

oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah dan 
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bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai 

fungsi : 

a.  Penyusunan Kebijakan teknis ; 

b. Pelaksanaan Perencanaan, Pengkoordinasian, 

Pembinaan dan Pengendalian Tugas pelayanan di bidang 

administrasi, hukum, kepegawaian dan keuangan dan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan 

Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

bermotor dan pelayanan Sengketa dan lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah; dan 

c.  Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan.  

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :  

a. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan 

anggaran dengan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

b. Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Melaksanakan penatausaan terhadap seluruh barang milik daerah 

yang diperoleh melalui beban APBD maupun perolehan lainnya 

yang sah melalui 3 kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi dan 

pelaporan sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana 

dengan baik sebagimana ketentuan yang berlaku; dan 

d. Menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat 

katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian barang milik 

daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang 

milik daerah. 

3. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : 
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a. Menerima, mencatat, dan menyortir berkas pengajuan nota 

perhitungan pajak, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar memudahkan pencarian; 

b. Menyiapkan lembar pengantar untuk persiapan pencetakan nota 

perhitungan pajak; 

c. Mencetak nota perhitungan pajak kendaraan bermotor berdasarkan 

aplikasi Samsat; 

d. Mengelompokan nota perhitungan pajak rut jenis dan sifatnya, 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pendistribusian; 

e. Menyortir nota perhitungan pajak yang sudah dicetak dan sudah 

terbayar dan mengelompokkan nota pajak yang telah terbayar dan 

telah disortir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

f. Mendokumentasikan notice pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi ;  

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik tertulis maupun lisan; dan 

i. Melakukan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.  

4.  Seksi Pelayanan Sengketa dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

mempunyai tugas : 

a. Menerima dan memeriksa data dan potensi pajak sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut; 

b. Mempelajari data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;  

c. Menata data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan; 
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d. Mengkonsultasikan kendala proses penataan data dan potensi 

pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk 

mencapai hasil yang diharapkan; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan data dan potensi pajak 

dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan 

penataan data dan potensi pajak sebagai bahan perbaikan 

selanjutnya; 

f. Melaksanakan kegiatan pendataan rencana penerimaan dan 

pendapatan lain-lain; 

g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan 

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan 
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DAERAH 

SUB BIDANG SENGKETA 

PAJAK DAERH 

SUB BIDANG 
PENGENDALIAN 

DAN PEMBINAAN 
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SUB BIDANG 
PENGENDALIAN 

PENDAPATAN 
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SUB BIDANG 

EVALUASI DAN 

PELAPORAN 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Sumber Daya SKPD. 

1. Sumber Daya Aparatur 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menjadi 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

dan Pembentukan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota (15 UPTD 

menjadi 10 UPTB dengan rincian tugas dan fungsi dijabarkan dalam 

Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur 

Nomor 100 Tahun 2016) dengan rincian jumlah pegawai sebagai 

berikut : 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA  

 
KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

SEKSI PELAYANAN PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR 

DAN BEA BALIK NAMA 

KENDARAAAN BERMOTOR 

 

SEKSI PELAYANAN 

SENGKETA DAN LAIN-LAIN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

 

KEPALA UPTB 
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A. Jumlah Pegawai Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Desember 2016 

sebanyak 289 Pegawai dan 227 Tenaga Harian Lepas, dengan 

penyebaran di lokasi unit kerja sebagai berikut : 

 Tahun 2016 Tahun 2017 

No. Kantor Pusat/UPTD Jumlah Pegawai 

Tahun 2016 

(Januari – 

Desember) 

Kantor 

Pusat/UPTB 

Jumlah 

Pegawai 

Tahun 2017 

(Januari – 

September) 

1. Kantor Pusat  78 Kantor Pusat 83 

2. Manado 41 Manado 42 

3. Airmadidi 27 Minahasa Utara 21 

4. Bitung  22 Bitung 20 

5. Tomohon  21 Tomohon 20 

6. Tondano 22 Minahasa 25 

7. Amurang 17 Minahasa 

Selatan 

17 

8. Minahasa Tenggara 17 Minahasa 

Tenggara 

11 

9. Kotamobagu  12 Kotamobagu, 

Bolaang 

Mongondow 

Selatan 

14 

10. Bolaang 

Mongondow 

11 Bolmong, 

Bolmut, Boltim 

14 

11. Bolaang 

Mongondow Timur 

8 Tahuna, Talaud, 

Sitaro 

23 

12. Bolaang 6   
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Mongondow 

Selatan 

13. Bolaang 

Mongondow Utara 

6   

14. Tahuna 16   

15. Sitaro 7   

16. Talaud 11   

A. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan 2016/2017: 

- Golongan IV : 21 Pegawai/ 20 Pegawai 

- Golongan III : 218 Pegawai/ 224 Pegawai 

- Golongan II : 49 Pegawai/  50 Pegawai 

- Golongan I : 1 Pegawai/ 1 Pegawai 

B. Jumlah Pegawai yang memegang Jabatan Struktural 2016/2017: 

- Eselon II : 1 Pegawai/ 1 Pegawai 

- Eselon III : 20 Pegawai/15 Pegawai 

- Eselon IV : 59 Pegawai/ 45 Pegawai  

C. Jumlah Pegawai sesuai Kualifikasi Pendidikan 2016/2017: 

- Strata dua (S2) :     4  Pegawai/27 Pegawai 

- Strata Satu (S1) :   93  Pegawai/157 Pegawai 

- Sarjana Muda  :   18  Pegawai/39 Pegawai 

- SLTA  : 113  Pegawai/56 Pegawai 

- SLTP  :    1  Pegawai/2 Pegawai 

- SD  :    1  Pegawai/1 Pegawai 
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2. Aset dan Barang Inventaris SKPD 

KELOMPOK JENIS  NILAI  

Tanah   5.664.900.000  

Peralatan dan Mesin   11.653.685.301  

  Alat-alat Besar Darat 27.700.000 

  Alat Angkutan Darat Bermotor 5.034.224.700  

  Alat Angkut Apung Bermotor 89.375.000    

  Alat Ukur         74.680.000    

  Alat Pengolahan      12.980.000  

  Alat Kantor       1.629.804.300  

  Alat Rumah Tangga 1.694.713.350                          

  Komputer 2.661.579.951     

  Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat           37.650.000    

 Alat Studio 191.836.000 

 Alat Komunikasi 15.985.000 

 Alat Keamanan dan Perlindungan 183.157.000 

Gedung dan Bangunan 11.093.152.450  

  Bangunan Gedung Kantor        10.822.852.450  

  Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 85.000.000                          

 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lain 185.300.000 

Jalan, Irigasi dan Jaringan      512.218.500 

  Bangunan Waduk Air Bersih 74.301.500                          

  Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 49.500.000    

  Jaringan 388.417.000              

Aset Tetap Lainnya          50.165.000    

  Buku Umum          35.315.000    

  Alat Olahraga Air          14.850.000 

Konstruksi Dalam Pengerjaan                       -   

TOTAL NILAI ASET 28.974.121.251  
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2.3. Kinerja Pelayanan SKPD. 

Kinerja SKPD Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara sangat terukur dengan satu Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi SKPD yaitu tercapainya penerimaan Pendapatan 

Daerah (PATDA) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan setiap Tahun Anggaran serta peningkatan penerimaan 

Pendapatan Daerah (PATDA) dari tahun ke tahun, sebagaimana yang 

direncanakan dalam kurun waktu periode Renstra 2011-2015 yaitu dari 

target penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) yang diproyeksikan 

pada angka Rp.1.339.429.086.105 pada awal periode (2011) dan                                  

Rp.2.640.629.706.400 pada awal periode (2015) dapat direalisasikan 

sebesar Rp. 1.365.705.443.665 pada akhir periode (2011) dan bahkan 

menyentuh angka Rp.2.527.861.245.877 pada akhir periode (2015) 

atau dengan prosentase capaian target Renstra rata-rata per tahun 

sebesar 27,67% dan dengan prosentase kenaikan rata-rata per tahun 

sebesar 15,47%. Khusus untuk capaian kinerja pengelolaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat terukur dengan jelas dalam 

kurun waktu periode Renstra 2011-2015 yaitu dari target penerimaan 

PAD yang ditargetkan sebesar Rp.516.084.886.250 pada awal periode 

(2011) dan Rp.1.089.288.358.000 pada awal periode (2015) dapat 

direalisasikan sebesar Rp.535.087.974.492 pada awal periode (2011) 

dan sebesar Rp. 1.012.848.137.232 pada akhir periode (2015) atau 

dengan prosentase capaian target Renstra rata-rata per tahun sebesar 

28,79% dan dengan prosentase kenaikan rata-rata per tahun sebesar 

19,01%, sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 2.3.1 (terlampir). 

Untuk mencapai kinerja pendapatan tersebut di atas telah 

dilaksanakan berbagai upaya dengan mengerahkan semua sumber 

daya terutama SDM Aparatur yang ada serta memaksimalkan sumber 

dana APBD yang ditujukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan 
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SKPD dari tahun ke tahun dalam kurun waktu periode Renstra 2011-

2015 sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 2.3.2 (terlampir).  

Beberapa catatan penting yang dari uraian anggaran dan realisasi 

belanja APBD dalam tabel dimaksud, antara lain, pagu anggaran 

belanja APBD terus mengalami peningkatan yang dimulai dengan 

anggaran pada awal periode (2011) sebesar 18 Milyar Rupiah yang 

berfluktuasi dan mencapai 28 Milyar Rupiah pada akhir periode (2015) 

dengan realisasi rata-rata per tahun sebesar 91%.  Pada dua tahun 

anggaran berturut-turut (2011 dan 2012) realisasi sangat baik dengan 

prosentase rata-rata 97%, selanjutnya mengalami penurunan pada 

tahun 2012 menjadi 94% karena adanya Belanja Modal yang tidak 

dapat dilaksanakan sehubungan dengan kendala teknis, sementara 

capaian realisasi untuk tahun 2013 dan 2014 hanya mencapai 77% dan 

89% dikarenakan adanya Belanja Pegawai untuk Upah Pungut (biaya 

pemungutan pajak daerah) yang sudah dianggarkan namun tidak 

dapat direalisasikan karena menunggu peraturan teknis pelaksanaan 

yang belum juga diterbitkan sampai dengan akhir tahun anggaran. 

Adapun pemanfaatan anggaran belanja APBD selang periode 

Renstra 2010-2015 dimaksimalkan untuk menunjang pencapaian 

kinerja pendapatan, yaitu dengan melaksanakan Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah (PATDA), yaitu semua upaya yang 

dilakukan dan kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA). 

Intensifikasi penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) ditujukan 

untuk meningkatkan penerimaan dari sumber atau jenis penerimaan 

Pendapatan Daerah (PATDA) yang sudah ada, namun belum terkelola 

secara optimal atau masih memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan 

atau dimaksimalkan agar pencapaian realisasi penerimaannya 

bertambah, sementara ekstensifikasi atau penambahan jenis obyek 
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penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) ditujukan untuk mencari atau 

menggali potensi sumber-sumber baru penerimaan Pendapatan Daerah 

(PATDA) dan selanjutnya di”Perda”kan ke dalam bentuk Pajak dan 

Retribusi Daerah serta jenis penerimaan daerah lainnya.   

Selang periode Renstra 2016–2021, program dan kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mengintensifkan penerimaan Pendapatan Daerah 

(PATDA), antara lain: 

1. Peningkatan Sarana/Prasarana, Sistim dan Prosedur Pelayanan yaitu, 

antara lain, dengan membenahi, memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas sarana / prasarana serta mengefisienkan 

prosedur pelayanan pada unit-unit fasilitas pelayanan agar 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin lancar dan 

berkualitas. 

2. Kegiatan Door to Door yaitu kegiatan pendataan, penetapan dan 

pemungutan / penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan 

cara mendatangi / menemui langsung Subyek / Obyek Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah.  Kegiatan yang bersifat “jemput bola” ini 

efektif untuk menjangkau Wajib Pajak atau Objek Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang tersebar hingga ke pelosok Kabupaten dan 

Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, termasuk untuk menjaring 

penunggak Pajak Daerah. 

3. Razia Pajak Daerah. Kegiatan ini ditujukan untuk menjaring para 

penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Retribusi Daerah lainnya. 

4. Pemberian fasilitas keringanan Pajak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 

Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ditujukan bagi Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

dengan cara, antara lain, pengurangan Denda atas tunggakan Pajak 
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dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini diprioritaskan 

untuk meringankan beban Subyek Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menunggak dengan 

alasan yang wajar sehingga selanjutnya termotivasi untuk membayar 

Pajak secara aktif. 

5. Penambahan Unit Pelayanan. Seiring dengan bertambahnya jumlah 

potensi Obyek / Subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

tersebar di semua wilayah Provinsi Sulawesi Utara maka pemekaran 

/ penambahan Unit Pelayanan perlu dilakukan dengan tujuan, antara 

lain, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak 

/ Retribusi Daerah sekaligus menjangkau Wajib Pajak / Retribusi 

Daerah yang kurang aktif membayar Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah karena alasan jarak ke Unit Pelayanan, selain itu juga 

ditujukan untuk membagi volume kerja guna mempercepat / 

memperlancar pelayanan.  Program / Kegiatan ini antara lain yang 

dilaksanakan oleh Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

dimana selang periode Tahun 2010-2015 telah dilaksanakan, antara 

lain: 

1) Pembentukan SAMSAT Amurang  

2) Pembentukan SAMSAT Pembantu Airmadidi  

3) Pembentukan SAMSAT Pembantu Tomohon 

4) Pembentukan SAMSAT Pembantu Talaud 

5) Pembentukan SAMSAT Pembantu Buroko 

6) Peningkatan Status SAMSAT Pembantu Airmadidi menjadi UPTD 

Airmadidi 

7) Peningkatan Status SAMSAT Pembantu Tomohon menjadi UPTD 

Tomohon 

8) Peningkatan Status SAMSAT Pembantu Amurang menjadi UPTD 

Amurang 
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9) Pembukaan SAMSAT Pembantu di Polda Sulut 

10)  Pembukaan SAMSAT Corner di Mega Mall Manado 

11)  Pembentukan SAMSAT Pembantu Siau 

12)  Pembentukan SAMSAT Pembantu Ratahan 

13)  Pembukaan Loket Pembayaran PKB dan BBN-KB melalui Bank 

yang membuka counter di Kantor UPTD/SAMSAT Manado dan 

SAMSAT Pembantu Polda dan akan menyusul di beberapa 

UPTD/SAMSAT lainnya. 

14)  Pembukaan (launching) SAMSAT Drive Thru Manado. 

6. Perubahan Tarif Retribusi Daerah yaitu salah satu kebijakan yang 

diambil untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

dari sektor Retribusi.  Dalam hal ini dilakukan penyesuaian dari tarif 

yang lama ke tarif yang baru dengan memperhatikan relevansi, 

kondisi objek retribusi dan waktu penerapan tarif.  Dalam Tahun 

2009 telah diusulkan perubahan Tarif Retribusi khususnya yang 

diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan, 

yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan 

menunggu pengesahan perubahan Perda dimaksud di Departemen 

Dalam Negeri. 

7. Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA).  

Salah satu kegiatan rutin guna meningkatkan penerimaan 

Pendapatan Daerah (PATDA) adalah melakukan Rapat Koordinasi 

dan Evaluasi penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) yang 

melibatkan semua instansi (Dinas / Badan / Biro / Kantor / Balai) 

pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau yang 

berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang biasanya dilaksanakan 

setiap bulan dan triwulan. 
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8. Koordinasi dan Rekonsiliasi dengan Instansi Teknis terkait lainnya, 

antara lain: 

1) Koordinasi dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 

dengan Kantor Perbendaharaan Negara dan Kanwil Pajak serta 

Bank persepsi. 

2) Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Pelayanan SAMSAT dengan 

Ditlantas Polda/Polres/Polresta/Poltabes dan PT. Jasa Raharja 

(Persero). 

3) Koordinasi dengan Dinas / Badan / Bagian Pengelola 

Pendapatan / Keuangan / Aset Daerah di Kabupaten / Kota se 

Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Bagi Hasil Pajak dan 

bekerja sama dalam sosialisasi dan pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

  Selang periode Tahun 2011-2015, kegiatan Ekstensifikasi 

Pendapatan Daerah (PATDA) belum dapat dilakukan karena produk 

hukum yang berlaku tidak memungkinkan penambahan jenis obyek 

penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) yang baru sampai dengan 

diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga perluasan / penambahan 

(ekstensifikasi) jenis pajak dan retribusi daerah baru dapat 

dilaksanakan mulai Tahun 2015 sambil menunggu Peraturan 

Pemerintah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah 

untuk dijadikan pedoman teknis dalam penyusunan Perda Pajak 

dan Retribusi Daerah yang baru.  Sehubungan dengan hal tersebut, 

Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan beberapa instansi 

terkait sudah menyiapkan Draft Usulan Peraturan Daerah untuk 

Pajak dan Retribusi Daerah yang baru. 
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  Hal-hal lain yang mendasar dalam perkembangan pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah selang Tahun 2011-2015, antara lain, 

pemindahan / pengalihan tugas pengelolaan / pemungutan 

beberapa obyek Pajak Daerah, dimana efektif sejak Tahun 2012 

pengelolaan / pemungutan semua jenis Pajak Daerah telah 

dikonsentrasikan /dialihkan ke Badan pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah, sehingga praktis tidak ada lagi pemungutan Pajak Daerah 

di SKPD lain.   Adapun Pajak Daerah yang telah dialihkan ke 

Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tersebut yaitu: 

1) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan sebelumnya dikelola oleh Dinas Pertambangan dan 

Energi dialihkan ke Badan pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2006 tentang perubahan 

Pertama Perda Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan 

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.  

2) Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA) sebelumnya 

dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dialihkan ke Badan 

pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 21 

Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea 

Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA). 

3) Pajak Kendaraan di Atas Air (PKA) yang sebelumnya dikelola 

oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dialihkan ke Badan 

pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 

Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah 
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Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak 

Kendaraan di Atas Air (PKA). 

 Dengan berlakunya ketiga Perda tersebut, maka semua 

SKPD lainnya yang berkontribusi terhadap PAD Provinsi 

Sulawesi Utara hanya bersumber dari pengelolaan Retribusi 

Daerah yang dipungut oleh masing-masing SKPD sesuai 

bidang tugasnya.  

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. 

Analisa situasi Rencana Strategis Badan pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Analisis SWOT dengan 

melibatkan stakeholder terkait diperoleh hasil sebagai berikut:  

1. Analisis Lingkungan Internal 

A. Kekuatan (Strengths). 

1) Adanya komitmen semua stakeholder untuk meningkatkan 

pelayanan dan pendapatan. 

2) Adanya kebijakan dan motivasi pimpinan daerah untuk 

peningkatan pelayanan dan pengelolaan pendapatan.  

3) Tersedianya produk hukum yang menunjang upaya 

peningkatan pelayanan dan penerimaan pendapatan. 

B. Kelemahan (Weaknesses) 

1) Kurangnya jumlah aparatur untuk menjangkau wajib pajak / 

obyek pajak daerah yang tersebar hingga ke pelosok daerah 

dan wilayah pesisir dan kepulauan (khusus untuk Pajak dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air). 

2) Penyebaran jumlah pegawai/aparatur yang tidak merata 

sesuai kebutuhan.  

3) Jumlah aparatur yang terampil teknologi relatif kurang. 
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4) Fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai untuk 

menunjang pelayanan dan pengelolaan. 

5) Pemanfaatan teknologi masih belum optimal.  

6) Sikap dan mental aparatur yang belum maksimal untuk 

menunjang terwujudnya pelayanan prima. 

2. Analisis Lingkungan Eksternal 

C. Peluang (Opportunities) 

1) Kondisi stabilitas keamanan wilayah daerah yang kondusif. 

2) Pertumbuhan ekonomi yang meningkat relatif stabil.  

3) Meningkatnya pendapatan masyarakat yang berimplikasi 

pada peningkatan daya beli masyarakat. 

4) Meningkatnya fasilitas kredit lunak dari lembaga keuangan 

untuk kepemilikan kendaraan bermotor. 

5) Pemekaran wilayah Kabupaten/Kota. 

D. Ancaman (Threats) 

1) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat 

tentang kewajiban membayar pajak daerah, bahkan masih 

banyak yang berupaya menghindari pajak daerah. 

2) Jarak jangkauan masyarakat ke unit pelayanan Pajak 

Daerah yang tersedia relatif jauh, terutama pada daerah 

Kabupaten hasil pemekaran. 

3) Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah 

Kabupaten/Kota tentang pengelolaan dan pemanfaatan/Bagi 

Hasil Pajak (Daerah) Provinsi. 

4) Kondisi geografis wilayah daerah yang sulit dijangkau 

khususnya di wilayah kepulauan. 

3. Analisis SWOT  

A. Strategi SO (Kekuatan dan Peluang)  
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1) Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada untuk 

maksimalkan peluang penerimaan Pendapatan Daerah 

(PATDA). 

2) Melanjutkan penambahan unit pelayanan baru pada wilayah 

Kabupaten/Kota pemekaran dengan memaksimalkan 

sumber daya yang ada termasuk fasilitas sarana / 

prasarana. 

3) Melanjutkan program / kegiatan inovatif dalam bingkai 

ketentuan yang berlaku untuk menjangkau Wajib Pajak / 

Obyek Pajak dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber 

daya yang tersedia. 

B. Strategi WO (Kelemahan dan Peluang)  

1) Secara bertahap meningkatkan kualitas sumber daya 

aparatur dengan kompetensi teknis pengelolaan administrasi 

dan penguasaan teknologi. 

2) Mengupayakan perekrutan PNS dari Kabupaten/Kota untuk 

ditempatkan pada unit pelayanan setempat. 

3) Secara bertahap melengkapi dan meningkatkan fasilitas 

sarana / prasarana untuk memenuhi kapasitas kebutuhan 

standar pelayanan minimal. 

C. Strategi ST (Kekuatan dan Ancaman) 

1) Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk melaksanakan 

upaya sosialisasi untuk secara bertahap meningkatkan 

kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban 

membayar pajak daerah. 

2) Meningkatkan upaya sosialiasi dan koordinasi dengan 

instansi terkait di Kabupaten/Kota bahkan hingga ke tingkat 

Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk meningkatkan 

jangkauan pelayanan termasuk untuk menjaring penunggak 

pajak daerah di pelosok wilayah. 
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D. Strategi WT (Kelemahan dan Ancaman) 

1) Memaksimalkan sumber daya / berfokus pada pengelolaan 

potensi penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) yang 

berkontribusi dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang membutuhkan lebih sedikit sumber daya 

aparatur dan fasilitas penunjang. 
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BAB III 

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan SKPD. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2016-2021, permasalahan pembangunan yang 

menjadi urusan penunjang pemerintahan dititikberatkan pada kualitas 

tatakelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat 

tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, 

menengah, maupun  jangka  panjang.  Penerapan  tata  kelola  

pemerintahan  yang  baik secara   konsisten   ditandai   dengan   

berkembangnya   aspek   keterbukaan, akuntabilitas,    efektivitas,    

efisiensi,    supremasi    hukum,    keadilan,    dan partisipasi 

masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), 

pemerintah daerah Sulawesi Utara terus berupaya memantapkan 

kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area 

perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, 

maupun perubahan mindset dan culture set. Reformasi birokrasi 

diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani 

yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan 

meningkat sehingga berkontribusi pada peningkatan daya saing dan 

keberhasilan pembangunan  di berbagai bidang.  

Birokrasi  pemerintahan  belum  efisien  dan  budaya pelayanan 

masih lemah. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan telah 

dijalankan, akan tetapi belum sepenuhnya dapat mencegah munculnya 

distorsi produk-produk kebijakan publik, karena proses yang belum 

sepenuhnya transparan dan akuntabel baik pada saat penyusunan, 

pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya. Pada umumnya 
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masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien 

dan pelayanan publik belum optimal.   

Prinsip dasar  good governance seperti partisipasi, transparansi, 

dan akuntabilitas belum sepenuhnya dijalankan dalam birokrasi 

pemerintahan dan jabatan- jabatan publik. Masalah ini diperburuk oleh 

belum terbangunnya sistem rekrutmen pejabat publik berdasarkan 

prinsip meritokrasi. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan 

akuntabilitas kinerja secara bertahap memang sudah ditingkatkan. Hal 

ini tercermin dari makin meningkatnya pemerintah Kabupaten/Kota 

yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). Meskipun demikian harus diakui bahwa pencapaian Opini WTP 

belum mencerminkan birokrasi  yang  bersih  dan  bebas  KKN, 

manajemen  aset  barang  milik  daerah belum dikelola secara tertib 

administrasi dan tertib hukum; dan sistem  pengendalian  internal  

belum  berjalan  efektif.   

Tantangan  ke depan  yang  perlu  ditindaklanjuti,  diantaranya  

peningkatkan  kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan; 

pengembangan sistem  dan pemantapan  pemeriksaan  kinerja;  

memperbaiki  manajemen pengelolaan aset    secara    modern    

berbasis    TIK; dan peningkatan efektifitas Sistem Pengendalian 

Intern (SPI).  Berdasarkan hasil penilaian kementerian 

Pendayaagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Kinerja 

Pemerintah Daerah masih rendah terkait dengan signifikansi  input 

anggaran dengan kinerja   organisasi;   lemahnya orientasi   pada   

pencapaian   indikator hasil (outcome); lemahnya akuntabilitas kinerja 

instansi kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan komitmen 

pimpinan instansi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. 
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Kondisi internal dan dinamika perubahan lingkungan strategis 

sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara.  Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap 

kinerja Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara dalam rangka pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA) yaitu: 

1. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang serta jumlah 

aparatur dengan kemampuan teknis dan penguasaan teknologi 

yang kurang memadai untuk memberikan pelayanan maksimal 

kepada masyarakat khususnya wajib pajak daerah dan 

pengelolaan / penatausahaan Pendapatan Daerah (PATDA) yang 

akuntabel berbasis teknologi, Sistem Online Perpajakan. 

2. Jumlah aparatur yang belum memadai dan penyebaran 

aparatur yang tidak merata menjadi kendala untuk menjangkau 

wajib pajak / obyek pajak daerah yang tersebar hingga ke pelosok 

daerah, wilayah pesisir dan kepulauan, serta sikap dan mental 

aparatur yang belum memadai untuk mewujudkan pelayanan 

prima. 

3. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat 

tentang kewajiban membayar pajak daerah, bahkan masih 

banyak yang berupaya menghindari pajak daerah.  

4. Jarak jangkauan masyarakat ke unit pelayanan Pajak 

Daerah yang tersedia relatif jauh, terutama masyarakat di 

daerah Kabupaten pemekaran serta kondisi geografis daerah yang 

sulit khususnya di wilayah kepulauan. 

5. Rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur 

pemerintah Kabupaten/Kota terutama di tingkat Kecamatan 

dan Desa/Kelurahan tentang pengelolaan dan pemanfaatan Pajak 

(Daerah) Provinsi. 
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3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terpilih. 

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada 

periode 2010-2015 dan memperhatikan hasil telaahan visi dan misi 

sesuai dokumen RPJMD 2016-2021, dimana Visi yang telah ditetapkan 

oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yaitu 

“Mewujudkan Sulawesi Utara yang Berdikari dalam Ekonomi, 

Berdaulat dalam Politik serta Berkepribadian dalam Budaya” 

dan untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan Misi:  

 

3.2.1  VISI 
 

Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 adalah 

 

“TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA BERDIKARI DALAM EKONOMI, 

BERDAULAT DALAM POLITIK,  DAN BERKEPRIBADIAN DALAM 

BUDAYA”. 

 

Berdasarkan Visi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) 

pokok visi yaitu : 

1. BERDIKARI DALAM EKONOMI 

2. BERDAULAT DALAM POLITIK 

3. BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA 

Visi provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMD 2016-2021 sebenarnya mengacu 

pada Trisakti yang diwujudkan dalam bentuk: 

 

1. Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan 

demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan    perwakilan.    Kedaulatan    rakyat menjadi 

karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong 
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dan persatuan bangsa. 

2. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan 

demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama 

dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki 

karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan 

berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat 

melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran 

negara untuk memenuhi hak dasar warga negara. 

3. Kepribadian     dalam     kebudayaan     diwujudkan   melalui 

pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada 

realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi 

bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan 

demokrasi ekonomi Indonesia masa depan. 

Dengan demikian, prinsip dasar TRISAKTI ini menjadi basis 

sekaligus arah perubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan 

menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan 

Indonesia dan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian 

dari NKRI.  

Dalam konteks pembangunan regional di provinsi Sulawesi 

Utara penjabaran visi Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil 

Gubernur DRS. Steven Kandouw telah menggambarkan arah yang 

jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) 

tahun mendatang (clarity of direction), sekaligus menjawab 

permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang 

perlu diselesaikan dalam jangka menengah. Pengejawantahan pokok-

pokok visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.  
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Ukuran Berdikari Dalam Ekonomi ditunjukkan oleh: 

1. Kemampuan Masyarakat Sulawesi Utara Memenuhi Kebutuhan Dasar 

Baik Pangan, Sandang Maupun Papan Sebagai Bentuk Kemandirian 

Wilayah.  

2. Kemampuan Menanggulangi Kemiskinan, Pengangguran Serta 

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.  

3. Kemampuan Untuk Menjamin Pemberdayaan Pembangunan 

Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan Dan Kelautan Serta 

Pariwisata Sebagai Sumber Ketahanan Ekonomi Wilayah.  

4. Kemampuan Untuk Membangun Sarana, Prasarana, Infrastruktur 

Yang Merata Dan Berkeadilan Dalam Koridor Ketahanan Lingkungan 

Hidup Menuju Pembangunan Berkelanjutan 

5. Kemampuan Untuk Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Dan 

Pembiayaan Pembangunan Dan Mengoptimalkan Belanja Daerah  

Bersumber Dari Sumber Daya Lokal Sehingga Mengurangi 

Ketergantungan Sumber Daya Dari Daerah Lain.  

6. Kemampuan Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif.  

7. Kemampuan Memperkuat Perekonomian Domestik Berbasis 

Keunggulan Wilayah 

Ukuran Berdaulat Dalam Politik ditunjukkan oleh: 

1. Kemampuan  Memastikan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban  Dan 

Kenyamanan Hidup Masyarakat Dalam Suasana Kerukunan 

Berdasarkan Falsafah Pancasila 

2. Kemampuan Aparatur  Sipil Negara  Menjalankan Tugas Dan 

Fungsinya Secara Profesional Meallui Tata Kelola Pemerintahan Yang 

Baik  Sebagai Wujud Kedaulatan Dalam Pemerintahan  
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3. Kemampuan Pemerintah Menegakkan Peraturan Daerah, Mencegah 

Tindak Kriminalitas 

4. Kemampuan Pemerintah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Di 

Setiap Aspek Pembangunan 

5. Kemampuan Pemerintah Dalam Mengelola Wilayah Kepulauan Dan 

Perbatasan 

6. Kemampuan Pemerintah Membangun Jaringan Kerjasama Regional, 

Bilateral Dan Internasional Untuk Mendukung Peningkatan 

Kemampuan Daerah. 

7. Kemampuan Pemerintah Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat  

 

Ukuran Berkepribadian Dalam Budaya ditunjukkan oleh: 

1. Kemampuan Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, 

Cerdas Dan Sehat Serta Mampu Memiliki Daya Saing.  

2. Kemampuan Masyarakat Menjaga Keragaman Dan Kekayaan Budaya 

Daerah. 

3. Kemampuan Membangun Jati Diri Dan Karakter Bangsa Melalui  

Revolusi Mental Dalam Penyelenggaraan Hidup Bermasyarakat Dan 

Bernegara. 

4. Kemampuan Membangun Dan Menjaga Warisan Tradisi Budaya 

Daerah Sulawesi Utara  Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Dan 

Penghargaan Terhadap Jati Diri Masyarakat Minahasa, Bolaang 

Mongondow Dan Sangihe Talaud 

5. Kemampuan Meningkatkan Penguasaan Dan Pemanfaatan Iptek 

Melalui Penelitian, Dan Pengembangan Menuju Inovasi Berkelanjutan.  

6. Kemampuan Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Dan 

Perlindungan Anak. 
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7. Kemampuan Meningkatkan Kapasitas, Watak Masyarakat Sulawesi 

Utara Dalam Pergaulan Internasional Sebagai Wujud Kesiapan 

Sulawesi Utara Sebagai Pintu Gerbang Internasional Di Kawasan 

Timur Indonesia. 

Agenda dua tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah 2016-2021, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi 

untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun- tahun 

berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat 

yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, 

pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan 

lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2016-2021 sendiri 

diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap 

pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka 

menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun 2016 dan 2017 

adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar 

kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. 

 

3.2.2  MISI 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu 

lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-

upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, 

rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan 

sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang 

akan ditempuh untuk mencapai visi.  

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan 

memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan 

internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan 

tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi diarahkan untuk 
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memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka 

mencapai perwujudan visi terwujudnya Sulawesi Utara yang berdi kari dalam 

ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya. Sesuai 

dengan harapan ”Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, 

Berdaulat dalam Politik dan Berkepribadian dalam Budaya” maka ditetapkan 

Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2016-2021 sebagai berikut. 

 

MISI PEMBANGUNAN: 

1) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor 

pertanian dan sumberdaya kemaritiman serta mendorong sektor 

industri dan jasa 

2) Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang 

berkepribadian dan berdaya saing. 

3) Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata 

yang berdaya saing 

4) Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, 

mandiri dan maju 

5) Memantapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip 

pembangunan berkelanjutan 

6) Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di 

kawasan timur 

7) Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Tujuh misi pembangunan ini sesungguhnya merupakan refleksi dari visi 

pembangunan, dimana setiap misi Menunjukkan dengan jelas upaya-

upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

mewujudkan visi daerah. Ketujuh misi ini disusun dan ditetapkan oleh 

Kepala Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis 
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eksternal dan internal daerah Provinsi Sulawesi Utara yang secara rinci 

dapat dijelaskan dalam table dberikut ini.  

 

Tabel 3.2.1 Pokok-pokok visi, Misi dan Penjelasan Misi 

 

NO

. 

POKOK-

POKOK VISI 

MISI PENJELASAN MISI 

 Berdikari 

dalam ekonomi 

 

Mewujudkan 

kemandirian 

ekonomi 

dengan 

memperkuat  

sektor pertanian 

dan sumberdaya 

kemaritiman 

sebagai  

penjabaran 

provinsi 

kepulauan, serta 

mendorong 

sektor industri 

dan jasa. 

 

Dalam rangka mewujudkan 

berdikari dalam ekonomi maka 

pendekatan prioritas  

pembangunan dilakukan dnegan 

memperkuat sector  pertanian, 

perkebunan, perikanan dan 

kelautan, industri dan jasa 

koperasi, IKM-UMKM serta sector 

pariwisata sebagai leverage 

pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas. Pembangunan 

Sulawesi Utara diharapkan dapat 

menjamin terpenuhinya 

kebutuhan  dasar baik pangan, 

sandang maupun papan sebagai 

bentuk kemandirian wilayah,  dan 

menjamin ketahanan ekonomi 

wilayah serta kemampuan 

menciptakan iklim investasi yang 

kondusif. 

 

  Mewujudkan  Misi ini mengarahkan 
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Sulawesi Utara 

sebagai destinasi 

investasi  dan 

pariwisata yang 

berdaya saing  

 

pembangunan Sulawesi Utara  

agar mampu memperkuat 

perekonomian domestik berbasis 

keunggulan wilayah, seklaigus  

menguatkan peran aktif berbagai 

pemangku kepentingan, baik dari 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, maupun kalangan dunia 

usaha dalam mengoptimalkan 

manfaat dari implementasi 

masyarakat ekonomi ASEAN. 

 

 

 Berdaulat 

dalam politik 

 

Mewujudkan 

Sulawesi Utara 

sebagai pintu 

gerbang 

indonesia di 

kawasan timur  

 

Misi ini mengarahkan 

pembangunan wilayah Sulawesi 

Utara agar dapat menjadi provinsi 

yang maju di Indonesia dan 

diperhitungkan dalam tataran 

pergaulan global sebagai gerbang 

internasional di kawasan timur 

Indonesia. 

 

Posisi geografis (geoposisi) 

Sulawesi Utara yang berbatasan 

dengan negara filipina dan berada 

pada ALKI II dan ALKIIII 

ditunjang dengan penetapan 

pelabuhan Bitung sebagai hub 

internasional telah mengokohkan 
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Sulawesi Utara sebagai wilayah 

prioritas dalam pengembangan 

pembangunan yang berorientasi 

global. 

 

Hubungan politis NKRI dengan 

negara republik philipina perlu 

dijaga sepenuhnya oleh 

pemerintah dan masyarakat 

Sulawesi Utara mengingat 

Konsulat General Negara Republik 

Philipina berada di kota Manado. 

 

Dalam aturan yang lebih luas lagi, 

Sulawesi Utara harus mampu 

menjadi penggerak, fasilitator dan 

motivator penyelenggaraan 

hubungan internasional negara-

negara BIMP-EAGA. 

 

  Mewujudkan 

Sulawesi Utara 

yang 

berkepribadian  

melalui tata 

kelola 

pemerintahan 

yang baik. 

 

Proses demokratisasi, 

desentralisasi dan otonomi 

daerah yang berlangsung sejak 

reformasi telah merubah struktur 

hubungan antar berbagai 

lembaga, khususnya antara 

legislatif dan eksekutif, antara 

pemerintah pusat dan daerah, 

dan antara pemerintah dan 
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masyarakat. Terlebih dengan 

penetapan uu 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, 

Undang-Undang  ASN, dan UU 

Desa.  

 

Berkaitan dengan hal tersebut 

misi ini berupaya memastikan 

adanya peningkatan 

pembangunan politik dan 

pemerintahan  yang memiliki   

integritas,  akuntabilitas, 

efektifitas,  dan  efisiensi  

birokrasi  dalam  

penyelenggaraan  pemerin tahan, 

pembangunan, dan pelayanan 

public yang bertanggungjawab 

termasuk didalamnya upaya 

politis mempersiapkan daerah 

otonom baru Provinsi Bolaang 

Mongondow Raya, Kota 

Langowan, Kota Tahuna Dan 

Kab. Tabukan Selatan. 

Kualitas tata kelola pemerintahan 

diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang optimal untuk 

mendukung keberhasilan 

pembangunan dan peningkatan 

daya saing.   
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 Berkepribadian 

dalam budaya 

 

Memantapkan 

pembangunan 

sumberdaya 

manusia yang 

berkepribadian 

dan berdaya 

saing  

 

Sumberdaya manusia yang 

berkepribadian, berdaya saing 

dan berkualitas tercermin dari 

meningkatnya akses pendidikan 

yang berkualitas pada semua 

jenjang pendidikan dengan 

memberikan perhatian lebih pada  

penduduk miskin, sekaligus  

meningkatnya rata-rata lama 

sekolah dan manajemen 

pendidikan yang memperhatikan 

kompetensi dan profesionalitas 

guru agar sesuai dengan SPM 

pendidikan.  Selain itu, 

diupayakan peningkatan akses 

dan kualitas pelayanan 

kesehatan, terutama kepada para 

ibu, anak, remaja dan lansia, 

meningkatnya pelayanan gizi 

masyarakat yang berkualitas, 

peningkatan efektivitas 

pencegahan dan pengendalian 

penyakit dan penyehatan 

lingkungan, serta berkembangnya 

jaminan kesehatan menjadi 

sasaran pembangunan jangka 

menengah Sulawesi Utara 2016-
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2021. 

 

  Mewujudkan 

pemerataan 

kesejahteraan 

masyarakat yang 

adil,  mandiri 

dan maju  

 

Misi ini pada dasarnya 

mempertegas visi pembangunan 

yang hendak memulai 

pembangunan dari pinggiran. Hal 

ini harus dipahami dalam 

perspektif yang utuh, yakni 

sebagai afirmasi untuk 

mendorong kegiatan ekonomi 

yang selami ini kurang 

diprioritaskan pemerintah. 

Kegiatan ekonomi dalam   wujud   

wilayah   

(perdesaan/perbatasan/daerah   

tertinggal), sektor (pertanian), 

pelaku (usaha mikro dan kecil), 

atau karakter aktivitas ekonomi 

(tradisional). Meskipun demikian, 

pemihakan kepada kegiatan 

ekonomi tersebut tidak harus 

didikotomikan dengan kegiatan 

ekonomi yang sebaliknya, sebab 

jika hal itu dilakukan akan 

melanggengkan aktivitas 

ekonomi yang selalu 

menimbulkan paradoks, dualisme 

dan keterkaitan. Pembangunan 

dari pinggiran harus diperlakukan 
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sebagai model pembangunan 

yang mencoba membangun 

keterkaitan (linkage), 

keselarasan (harmony) dan 

kemitraan (partnership).  Jika 

model ini yang dijalankan, maka 

kemajuan wilayah pedesaan, 

pertanian, usaha mikro dan kecil, 

dan tradisional sekaligus akan 

mendorong daerah perkotaan, 

industri/jasa, usaha menengah 

dan besar, serta aktivitas 

ekonomi modern. 

 

  

1)  Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor 

pertanian dan sumberdaya kemaritiman serta mendorong sektor 

industri dan jasa. Penjelasan dari misi ini adalah dalam rangka 

mewujudkan berdikari dalam ekonomi maka pendekatan prioritas 

pembangunan dilakukan dnegan memperkuat sector pertanian, 

perkebunan, perikanan dan kelautan, industri dan jasa 

koperasi,IKM-UMKM serta sector pariwisata sebagai leverage 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pembangunan Sulawesi 

Utara diharapkan dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar 

baik pangan, sandang maupun papan sebagai bentuk kemandirian 

wilayah, dan menjamin ketahanan ekonomi wilayah serta 

kemampuan menciptakan iklim investasi yang kondusif.  

2)  Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang 

berkepribadian dan berdaya saing. Maksud dari misi ini yaitu : 
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- Sumberdaya manusia yang berkepribadian, berdaya saing dan 

berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang 

berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan 

memmberikan perhatian lebih pada penduduk miskin sekaligus 

meningkatnya rata-rata lama sekolah dan manajemen 

pendidikan yang memperhatikan kompentensi  dan 

profesionalitas guru agar sesuai dengan SPM pendidikan.  

- Selain itu diupayakan peningkatan akses dan pelayanan 

kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia, 

meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, 

peningkatan efektifitas pencegahan dan pengendalian penyakit 

dan penyehatan lingkungan serta berkembangnya jaminan 

kesehatan menjadi sasaran pembangunan jangka menengah 

menengah Sulawesi Utara 2016-2021. 

3)  Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan 

pariwisata yang berdaya saing. Misi ini mengarahkan pembangunan 

Sulawesi Utara agar mampu memperkuat perekonomian domestik 

berbasis keunggulan wilayah, sekaligus menguatkan peran aktif 

berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, maupun kalangan dunia usaha dalam 

mengoptimalkan manfaat dari implementasi masyarakat ekonomi 

asean. 

4)  Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, 

mandiri dan maju. Misi ini pada dasarnya mempertegas visi 

pembangunan yang hendak memulai pembangunan dari pinggiran. 

Hal ini harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai 

afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini 

kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud 

wilayah (perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sektor 

(pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas 
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ekonomi (tradisional). Meskipun demikian, pemihakan kepada 

kegiatan ekonomi tersebut tidak harus didikotomikan dengan 

kegiatan ekonomi yang sebaliknya, sebab jika hal itu dilakukan 

akan melanggengkan aktivitas ekonomi yang selalu menimbulkan 

paradoks, dualisme dan keterkaitan. Pemabngunan dari pinggiran 

harus diperlakukan sebagai model pembangunan yang mencoba 

membangun keterkaitan (linkage), keselarasan (harmony) dan 

kemitraan (partnership). Jika model ini yang dijalankan, maka 

kemajuan wilayah pedesaan, pertanian, usaha mikro dan kecil, dan 

tradisional sekaligus akan mendorong daerah perkotaan, 

industri/jasa, usaha menengah dan besar, serta aktivitas ekonomi 

modern. 

5) Memantapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip 

pembangunan berkelanjutan 

6) Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di 

kawasan timur. Maksud dari misi ini yaitu : 

- Misi ini mengarahkan pembangunan Sulawesi Utara agar dapat 

menjadi provinsi yang maju di Indonesia dan diperhitungkan 

dalam tataran pergaulan global sebagai gerbang internasional 

di kawasan Indonesia Timur. 

- Posisi Geografis (geoposisi) Sulawesi Utara yang berbatasan 

dengan negara Republik Filipina dan berada pada ALKI II dan 

ALKI III ditunjang dengan penetapan pelabuhan Bitung sebagai 

Hub International telah mengokohkan Sulawesi Utara sebagai 

wilayah prioritas dalam pengembangan pembangunan yang 

berorientasi global. 

- Hubungan Politis NKRI dengan negara Republik Filipina perlu 

dijaga sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat Sulawesi 

Utara mengingat Konsulat General Negara Republik Philipina 

berada di Kota Manado. 
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- Dalam aturan yang lebih luas lagi Sulawesi Utara harus mampu 

menjadi penggerak, fasilitator dan motivator penyelenggara 

hubungan internasional negara-negara BIMP-EAGA. 

7) Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola 

pemerintahan yang baik. Maksud dari misi ini yaitu : 

- Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang 

berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan 

antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan 

eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara 

pemerintah dan masyarakat. Terlebih dengan penetapan UU 

No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

undang ASN dan UU Desa. 

- Berkaitan dengan hal tersebut misi ini berupaya memastikan 

adanya peningkatan pembangunan politik dan pemerintahan 

yang memiliki integrittas, akuntalbilitas, efektifitas dan efisiensi 

birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

dan pelayanan publik yang bertanggung jawab termasuk 

didalamnya upaya politis mempersiapkan daerah otonom baru 

yaitu Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Kota Langowan, Kota 

Tahuna dan Kabupaten Tabukan Selatan. 

- Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung 

keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing.  

Dari uraian Visi dan Misi tersebut, yang mendorong pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi SKPD Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara yaitu Misi untuk “Mewujudkan Sulawesi Utara 

yang Berkepribadian melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, 

yaitu pada point:  
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1. Berkaitan dengan hal tersebut misi ini berupaya memastikan adanya 

peningkatan pembangunan politik dan pemerintahan yang 

memiliki integritas, akuntalbilitas, efektifitas dan efisiensi 

birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan publik yang bertanggung 

jawab termasuk didalamnya upaya politis mempersiapkan daerah 

otonom baru yaitu Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Kota 

Langowan, Kota Tahuna dan Kabupaten Tabukan Selatan. Tentunya 

hal ini mendorong komitmen SKPD Badan pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan 

pengelolaan dan penatausahaan penerimaan Pendapatan Daerah 

(PATDA) yang akuntabel, transparan dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat wajib pajak secara bertahap dan berkelanjutan untuk 

mencapai terwujudnya pelayanan prima, sekalipun kondisi yang ada 

masih terkendala pada ketersediaan aparatur dengan kompetensi 

teknis untuk pengelolaan/penatausahaan administrasi Pendapatan 

Daerah (PATDA) yang profesional, serta sikap dan mental yang 

belum memadai untuk mewujudkan pelayanan prima. 

 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra. 

Menelaah Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2015-2019 yang 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 

RPJMN 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong,” 

dimana dari Visi tersebut dirumuskan misi: 

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 
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sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai negara kepulauan; 

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum; 

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim; 

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, 

dan sejahtera; 

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi mandat SKPD 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

dalam bidang pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA) sebagai bagian 

dari Pengelolaan Keuangan Daerah maka Renstra SKPD 

disinkronisasikan dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Peraturan 

Presiden No. 2 Tahun 2015 khususnya yang tercantum pada Misi 

“Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing dan masyarakat yang 

berkepribadian dalam kebudayaan”. 

Tujuan pembangunan baik nasional dan daerah telah digariskan 

dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 

memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia   yang   berdasarkan   kemerdekaan,   

perdamaian   abadi,   dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan 

oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan 

Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara 

negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 
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adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari 

lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.  

Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu 

perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan 

berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter 

sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga 

saat ini, tetap dipandang perlu adanya tahapan jangka panjang, jangka 

menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun 

tujuan khusus dari pembangunan itu sendiri. 

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang 

bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang- undang No. 

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah 

untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN 

MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut: 

Mandiri       :    berarti   mampu   mewujudkan   kehidupan   sejajar   dan 

sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada 

kemampuan dan kekuatan sendiri. 

 

Maju        :  berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan 

sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap. 

 

Adil             :  berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk 

apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. 

 

Makmur  :   berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia 

telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti 

penting bagi bangsa-bangsa lain. 
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Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu: 

 

1 Mewujudkan    masyarakat    berakhlak    mulia,    bermoral, 

beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah 

Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui 

pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara 

kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi 

antarbudaya, mengembang-kan modal sosial, menerapkan nilai-nilai 

luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa 

Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan 

bangsa. 

 

2 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun 

sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;  mening- 

katkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, 

pengembangan,    dan     penerapan     menuju     inovasi     secara 

berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mere- formasi 

bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekono-mian 

domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan 

kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, 

dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. 

 

3 Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 

dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; 

memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas 

desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengem-bangan media 

dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan 

masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya 
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hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak 

diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. 

 

4 Mewujudkan  Indonesia  aman,  damai,  dan  bersatu  dengan 

membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang 

melampui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan 

regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan 

meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi 

masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak 

kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-

intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta 

meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen 

pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional 

dalam sistem pertahanan semesta. 

 

5 Mewujudkan  pemerataan  pembangunan  dan  berkeadilan 

dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesen- 

jangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpi- hakan 

kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; 

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; 

menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai 

pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi;   serta   

menghilangkan   diskriminasi   dalam   berbagai aspek termasuk 

gender. 

 

 

6 Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki 

pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara 

pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya 

alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya 
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dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa 

depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan  

untuk  permukiman,  kegiatan  sosial  ekonomi,  dan upaya 

konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam 

dan lingkungan yang berkesinambungan; memper- baiki pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas 

kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta 

meningkatkan pemeliharaan dan peman- faatan keanekaragaman 

hayati sebagai modal pembangunan. 

 

 

7 Mewujudkan  Indonesia  menjadi  negara  kepulauan  yang 

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 

dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan 

pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang 

berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk 

mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan 

membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara 

berkelanjutan. 

 

8 Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan 

dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia 

dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melan- jutkan 

komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas  dan pemantapan 

integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama 

internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antarkelompok, 

serta antar lembaga di berbagai bidang. 
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RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana 

pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas 

kebijakan, yang dapat dilihat pada Gambar 3.3.1 

   Gambar 3.3.1. Kerangka RPJPN 2005-2025 

7

RPJM 1 

(2005-2010)

RPJM 2 (2010-2015)

RPJM 3                
(2015-2020)

RPJM 4 

(2020-2025)

KERANGKA RPJPN 2005-2025
(UU No. 17 Tahun 2007)
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Sejalan dengan RPJPN 2005-2025, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005-

2025 yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Sulawesi Utara  

nomor 3 tahun 2011 juga memuat tahapan perencanaan pembangunan 

daerah sebagaimana dapat dilihat  pada gambar  3.3.2 
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  Gambar 3.3.2. Kerangka RPJPD Provinsi Sulawesi Utara  

        Tahun 2005-2021 

9

RPJM 1 (2005-2010)

RPJM 2 (2010-2015)

RPJM 3 (2015-2020)

RPJM 4 (2020-
2025)

KERANGKA RPJPD PROV. SULUT 

2005-2025
(Perda Sulut No. 3 Tahun 2011)
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Sulawesi 

Utara yang 
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berdaya
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sejahtera
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pintu

gerbang di
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Jika kerangka perencanaan pembangunan dalam RPJPN dan RPJMD 

disandingkan, maka terlihat dengan jelas  benang merah atau keterkaitan 

antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi 

Utara 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
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Tabel 3.3.1 Komparasi visi dan misi dalam RPJP NAsional dan RPJP 

Sulawesi Utara 

URA IA N  NASIONAL  SULAWESI UTARA 

VISI 

INDONESIA YANG 

MANDIRI, MAJU, ADIL DAN 

MAKMUR 

SULAWESI UTARA YANG 

BERBUDAYA, BERDAYA 

SAING, AMAN, DAN 

SEJAHTERA SEBAGAI 

PINTU GERBANG 

INDONESIA KE KAWASAN 

ASIA TIMUR DAN PASIFIK  

MISI 
1

  

Mewujudkan masyarakat 

berakhlak mulia, bermoral,  

beretika, berbudaya dan 

beradab berdasarkan 

falsafah pancasila 

1

  

Mewujudkan pembangunan 

sumberdaya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing 

di Sulawesi Utara 

   
2

  

Mewujudkan bangsa yang 

berdaya saing  
2

  

Mewujudkan Sulawesi Utara 

yang berbudaya, aman, dan 

damai 

   

3

  

Mewujudkan masyarakat 

demokratis berlandaskan 

hukum. 

3

  

Mewujudkan Sulawesi Utara 

yang mandiri dan demokratis. 

   

4

  

 Mewujudkan Indonesia 

aman, damai dan bersatu  
4

  

Mewujudkan Sulawesi Utara 

yang adil dan berpihak pada 

masyarakat yang lemah 

   

5

  

Mewujudkan pemerataan 

pembangunan dan 

berkeadilan  

5

  

Melaksanakan Pembangunan 

yang Berkelanjutan 

   6 Mewujudkan Indonesia asri 
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  dan lestari  

 

7

  

Mewujudkan Indonesia 

menjadi negara kepulauan 

yang mandiri, maju, kuat da 

berbasiskan kepentingan 

nasional  

6

  

Mewujudkan SULUT sebagai 

beranda depan di Utara NKRI 

yang sejahtera dan aman 

 

8

  

Mewujudkan Indonesia 

berperan penting dalam 

pergaulan dunia internasional  
  

Dalam dokumen RPJP baik nasional maupun nasional telah ditetapkan 

arahan prioritas kebijakan setiap periode RPJM yang harus menjadi acuan 

calon pimpinan daerah dalam merumuskan visi dan misi pembangunan. Jika 

arahan prioritaas pembangunan dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi 

Utara disandingkan maka keterkaitan yang sangat nyata juga terlihat dalam 

setiap penjabaran misinya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.3.1 dan 

gambar 3.3.2. Selanjutnya untuk Arahan Prioritas Kebijakan pada Tabel 

3.3.2 dibawah ini 

Tabel 3.3.2 Arahan Prioritas Kebijakan dalam RPJP 

ARAHAN 

PRIORITAS 

KEBIJAKAN 

NASIONAL SULAWESI UTARA 

TAHAPAN 

PEMBANGUNAN 

RPJMN III 

DAN 

RPJMD III 

PROV. SULUT 

 

MEMANTAPKAN 

PEMBANGUNAN SECARA 

MENYELURUH DI 

BERBAGAI BIDANG 

DENGAN MENEKANKAN 

PENCAPAIAN DAYA SAING 

 

MEMANTAPKAN 

PEMBANGUNAN 

SULAWESI UTARA YANG 

BERBUDAYA, BERDAYA 

SAING, AMAN  DAN 

SEJAHTERA, DENGAN 
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KOMPETITIF 

PEREKONOMIAN 

BERLANDASKAN 

KEUNGGULAN 

SUMBERDAYA ALAM DAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

BERKUALITAS SERTA 

KEMAMPUAN IPTEK YANG 

TERUS MENINGKAT 

MENEKANKAN 

PEMBANGUNAN KEUNG-

GULAN KOMPETITIF 

PEREKONOMIAN YANG 

BERBASIS SDA YANG 

TERSEDIA, SDM YANG 

BERKUALITAS, SERTA 

KEMAMPUAN IPTEK 

 

Selanjutnya dalam Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang 

Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangnan Daerah disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  harus mengacu pada RPJMN.  

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, 

visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: 

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, 

DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-

ROYONG 

Upaya   untuk   mewujudkan   visi   ini   adalah   melalui   7   Misi 

Pembangunan yaitu: 

1. Mewujudkan     keamanan    nasional    yang    mampu     menjaga 

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan 

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

2. Mewujudkan      masyarakat      maju,      berkeseimbangan,      

dan demokratis berlandaskan negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim. 
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4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, 

dan sejahtera. 

5.  Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

6. Mewujudkan  Indonesia  menjadi  negara  maritim  yang  mandiri, 

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 

7. Mewujudkan      masyarakat      yang      berkepribadian      dalam 

kebudayaan. 

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia   

yang   berdaulat   secara   politik,   mandiri   dalam   bidang ekonomi,  dan  

berkepribadian  dalam  kebudayaan,  dirumuskan sembilan agenda 

prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu 

disebut NAWA CITA. 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

3. Membangun   Indonesia   dari   pinggiran   dengan   memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

4. Memperkuat   kehadiran   negara   dalam   melakukan   reformasi 

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 

7. Mewujudkan    kemandirian    ekonomi    dengan    menggerakkan 

sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia. 
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Dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Sulawesi Utara 

sudah diamantkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2005–

2025 adalah: 

 

“Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman, dan 

Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Kawasan Asia Timur 

dan Pasifik“ 

Ukuran berbudaya ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan 

sumberdaya manusia Sulawesi Utara yang memiliki harkat dan martabat 

yang tinggi, akhlak dan moral yang mulia, berkepribadian yang baik, serta 

berkualitas pendidikan yang tinggi sebagaimana tercermin dalam kearifan 

lokal budaya masyarakat Sulawesi Utara yang berjiwa Mapalus, Mapaluse, 

Moposat dan Mototabian didorong oleh falsafah Dr. Sam Ratulangi  Sitou 

Timou Tumou Tou. Hal ini dapat diukur melalui ketersediaan sumberdaya 

manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan 

kemajuan pembangunannya, mampu menjadi provinsi yang maj u dalam 

tata kelola pemerintahan yang didukung oleh masyarakat yang tertib dan 

sadar hukum, santun dalam bergaul dan dalam melaksanakan demokrasi; 

mampu mempertahankan dan mengembangkan budaya daerah di tengah-

tengah keragaman sosial budaya bangsa dan masyarakat secara nasional; 

serta mampu menjalankan pembangunan yang lestari dalam pengertian 

kesinambungan dan tetap memelihara kualitas lingkungan hidup bagi 

generasi di masa mendatang.  

Ukuran berdaya saing ditunjukkan oleh kemampuan kualitas produk dan 

jasa yang mampu bersaing di pasaran nasional dan global, baik produk yang 

dihasilkan dari sektor pertanian dan perikanan maupun kualitas sumber 

daya manusia yang dapat bersaing di pasar tenaga kerja nasional maupun 

internasional. Hal ini dapat diukur melalui tingkat kemakmuran masyarakat 

yang tercermin dari tingkat pendapatan dan pembagiannya, tersusunnya 
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lembaga dan pranata ekonomi yang berfungsi dengan baik, kemandirian 

ekonomi, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta struktur 

ekonomi wilayah yang kokoh menghadapi berbagai tantangan ekonomi 

global dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang mampu 

menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya dan maningkatkan 

kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. 

Ukuran keamanan ditunjukkan oleh kondisi masyarakat yang merasa 

nyaman dan aman, bebas dari konflik massal serta rendahnya angka 

kriminalitas dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi. Hal ini dapat diukur 

melalui kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum 

dalam menjalankan tugasnya, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembangunan keamanan dan ketertiban, 

menguatnya peran masyarakat sipil dan terbangunnya sinergi budaya 

hukum yang tertib, merata, dan berkeadilan sosial. 

Ukuran kesejahteraan ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan 

masyarakat untuk mengakses sumber-sumber kegiatan sosial ekonomi 

untuk kehidupan yang layak. Hal ini dapat diukur melalui penyelenggaraan 

kehidupan masyarakat Sulawesi Utara yang sejajar dan sederajat, 

menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya 

pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan dan 

pendidikan, meningkatnya kedudukan-peran-kemampuan-kemandirian serta 

ketahanan mental-spiritual perempuan dan anak, menurunnya 

ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari luar 

daerah Sulawesi Utara menjadi lebih kecil, adanya kemampuan untuk 

memenuhi sendiri kebutuhan pokok serta kualitas pelayanan sosial yang 

lebih baik. 

Ukuran Pintu Gerbang Indonesia ke Kawasan Asia Timur dan Pasifik 

ditunjukkan dengan kesiapan Sulawesi Utara baik Infrastruktur, kebijakan, 

Sumberdaya Manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan MICE (Meeting, 
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Insentives, Conference and Exebition), pusat Perdagangan internasional 

serta  tujuan studi, pengembangan Ilmu dan Teknologi.  

Visi jangka panjang daerah Sulawesi Utara tersebut kemudian dijabarkan 

dalam 6 Misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Utara 

sebagai berikut. 

1. Mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing di Sulawesi Utara. Misi ini 

dijabarkan dalam agenda pembangunan yang berkualitas melalui:  

a) Mengedepankan pembangunan SDM berkualitas yang sehat 

jasmani dan rohani, pemanfaatan dan penciptaan IPTek, 

pembangunan infrastruktur yang maju dan lengkap, serta 

reformasi birokrasi dan hukum dalam memperkuat 

perekonomian domestik yang berbasis pada keunggulan lokal 

melalui sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang 

kompetitif; 

b) Memperkuat struktur perekonomian daerah dengan 

mendudukkan sektor agribisnis dan agrondustri sebagai motor 

penggerak yang didukung oleh kegiatan perikanan, pertanian 

dan perkebunan  yang menghasilkan produk-produk secara 

efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan 

yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan 

ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi 

yang tangguh; 

c) Meningkatkan investasi domestik dan asing (foreign direct 

investment-FDI) lewat reformasi sistem, prosedur, dan kultur 

birokrasi. Diharapkan melalui upaya diatas maka akan 

meningkatkan daya saing Sulawesi Utara; serta 
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d) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya manusia yang merupakan kompetensi inti Sulawesi Utara 

untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih besar.  

2. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berbudaya, aman, dan 

damai. Agenda pembangunan yang dikandung oleh misi ini adalah 

upaya secara konsisten menjaga komunikasi antar umat beragama, 

antar etnis dan golongan sehingga menimbulkan saling pengertian 

dan toleransi yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya 

suasana aman dan damai. Kondisi aman dan damai merupakan 

merupakan persyaratan mutlak dalam melaksanakan pembangunan.  

3. Mewujudkan Sulawesi Utara yang mandiri dan demokratis. 

Agenda pembangunan dalam misi ini adalah meningkatkan 

kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi lewat pembinaan  yang 

tepat, terukur, dan berkesinambungan serta melindungi hak-hak 

politik masyarakat dan hak asasi manusia.  

4. Mewujudkan Sulawesi Utara yang adil dan berpihak pada 

masyarakat yang lemah. Agenda pembangunan dalam misi ini 

adalah melaksanakan pembangunan yang memberi peluang lebih luas 

kepada masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidup 

mereka, percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan 

pengangguran, pencapaian target Millenium Development Goal’s, 

membangun kemudahan akses dan distribusi sumberdaya 

pembangunan daerah kepada masyarakat lemah dengan 

memperhatikan Kesetaraan Gender, Kesetaraan Hak (Equal Rights), 

Kesetaraan Kesempatan (Equal Opportunity), Kesetaraan Kontribusi 

(Equal Contribution), Kesetaraan Kemitraan (Equal Partnership), 

Kesetaraan Tanggung jawab (Equal Responsibility), dan Kesetaraan 

Partisipasi (Equal participation), serta memperkecil kesenjangan 

ekonomi antar anggota masyarakat. 
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5. Melaksanakan Pembangunan yang Berkelanjutan. Agenda 

pembangunan dalam misi ini adalah menitikberatkan pelaksanaan 

pembangunan yang memanfaatkan sumber daya secara efisien, 

membaiknya pola dan proses pembangunan yang berlandasarkan 

pada pengelolaan sumberdaya alam demi kelestarian lingkungan 

hidup. Di pihak lain terus berupaya mempertahankan keseimbangan 

aspek pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan 

ekonomi dengan sistem pembangunan berkelanjutan yang mampu 

menekan efek climate change.  

 

6. Mewujudkan SULUT sebagai beranda depan di Utara NKRI 

yang sejahtera dan aman. Agenda pembangunan dalam misi ini 

adalah melaksanakan pengelolaan tertib administrasi, organisasi, dan 

keuangan tanpa korupsi dengan mengedepankan pengembangan 

regulasi yuridiksi wilayah negara, percepatan pembangunan dan 

penyediaan dukungan sarana dan prasarana . Dilanjutkan dengan  

meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat, 

mengembangkan wilayah perbatasan sebagai tujuan wisata dan bisnis 

dalam skala lokal, serta regional dan internasional.  

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara 

dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang RPJPD Prov Sulut 

2005-2025 dapat dilihat pada tabel 3.3.3 berikut ini. 

 

 

Tabel 3.3.3. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah 

Provinsi Sulawesi Utara dalam RPJPD Sulut 2005-2025 

VISI : 

 

“SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, AMAN, 
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DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE 

KAWASAN ASIA TIMUR DAN PASIFIK" 

 

MISI TUJUAN SASARAN 

 

Misi 1 : 

Mewujudkan 

pembangunan 

yang 

berkualitas 

dan berdaya 

saing di 

Sulawesi 

Utara 

 

1. Mewujudkan 

Pembangunan 

Sumber daya 

manusia yang 

berkualitas  

2. Mewujudkan 

pembangunan 

yang berdaya 

saing 

 

1. Terwujudnya 

pembangunan ekonomi 

yang berkualitas 

2. Terwujudnya 

pembangunan infrastruktur 

yang berkualitas 

3. Terwujudnya sumberdaya 

manusia yang berkualitas 

 

Misi 2 : 

Mewujudkan 

Sulawesi 

Utara yang 

berbudaya, 

aman dan 

damai  

 

1. Mewujudkaan 

masyarakat Sulawesi 

Utara yang 

berdisiplin tinggi, 

dan penuh toleransi, 

tenggang rasa. 

2. Membangun 

kesadaran budaya 

masyarakat yang 

bernilai luhur tinggi 

3. Mewujudkan kondisi 

yang aman di 

daerah  

1. Terwujudnya masyarakat 

Sulawesi Utara yang 

berdisiplin tinggi, dan 

penuh toleransi, tenggang 

rasaTerbangunnya 

kesadaran berbudaya 

masyarakat yang bernilai 

luhur tinggi 

2. Terwujudnya kondisi aman 

di kawasan perbatasan 

termasuk perlidungan 

wilayah di pulau-pulau kecil 

dan terluar. 

3. Berkembangnya wawasan 
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budaya bahari 

 

Misi 3 : 

Mewujudkan 

Sulawesi 

Utara yang 

Mandiri dan 

Demokratis 

1. Mewujudkan 

Sulawesi Utara yang 

mandiri. 

2. Mewujudkan 

Sulawesi Utara yang 

demokratis 

1. Terwujudnya Sulawesi 

Utara yang bebas korupsi 

di segala bidang 

pembangunan 

2. Terwujudnya reformasi 

birokrasi di segala aras 

3. Terciptanya pelayanan 

publik yang 

memperhatikan hak-hak 

asasi manusia dan 

menerapkan        

e-government. 

 

Misi 4 : 

Mewujudkan 

Sulawesi 

Utara yang 

Adil dan 

Berpihak 

pada 

Masyarakat 

yang Lemah 

1. Mewujudkan 

Sulawesi Utara yang 

bebas dari 

kemiskinan dan 

pengangguran. 

 

2. Mengembangkan 

wilayah perbatasan 

dengan mengubah 

arah kebijakan 

pembangunan yang 

selama ini 

cenderung 

1. Terwujudnya 

penanggulangan 

kemiskinan dan 

pengangguran melalui 

pertumbuhan wilayah-

wilayah strategis dan cepat 

tumbuh 

2. Berkembangnya wilayah 

perbatasan dengan 

mengubah arah kebijakan 

pmbangunan yang selama 

ini cenderung berorientasi 

inward looking menjadi 
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berorientasi inward 

looking menjadi 

outward looking. 

3. Meningkatkan 

kesejahteraan sosial 

melalui pemberian 

perhatian yang lebih 

besar pada 

kelompok-kelompok 

masyarakat yang 

kurang beruntung. 

4. Menjamin 

pembangunan 

infrastuktur dalam 

rangka pemerataan 

sosial, keterkaitan 

dan keterpaduan 

antar wilayah, antar 

sektor, antar 

kelompok 

masyarakat 

 

outward looking. 

 

 

3. Terwujudnya peningkatan  

kesejahteraan sosial 

melalui pemberian 

perhatian yang lebih besar 

pada kelompok-kelompok 

masyarakat yang kurang 

beruntung 

4. Terjaminnya pembangunan 

infrastuktur dalam rangka 

pemerataan sosial, 

keterkaitan dan 

keterpaduan antar wilayah, 

antar sektor, antar 

kelompok masyarakat. 

Misi 5 : 

Melaksanakan 

Pembangunan 

yang 

Berkelanjutan 

1. Mendorong 

implementasi 

rencana tata ruang 

yang digunakan 

sebagai acuan 

kebijakan spasial 

bagi pembangunan 

1. terwujudnya implementasi 

rencana tata ruang yang 

digunakan sebagai acuan 

kebijakan spasial bagi 

pembangunan di setiap 

sektor, lintas sektor, 

maupun lintas wilayah agar 
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di setiap sektor, 

lintas sektor, 

maupun lintas 

wilayah. 

2. Mendayagunakan 

sumberdaya alam 

yang terbarukan. 

3. Mengelola 

sumberdaya air yang 

diarahkan untuk 

menjamin 

keberlanjutan daya 

dukungnya dengan 

menjaga kelestarian 

fungsi daerah 

tangkapan air dan 

keberadaan air 

tanah 

4. Melakukan mitigasi 

bencana alam susuai 

dengan kondisi 

geologi Sulawesi 

Utara. 

5. Mengendalikan 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan dengan 

penerapan prinsip-

prinsip 

pemanfaatan ruang dapat 

sinergis, serasi, dan 

berkelanjutan 

2. Terwujudnya  

pendayagunaan 

sumberdaya alam dengan 

memperhatikan prinsip 

lingkungan hidup dan 

penggunaan energi baru 

terbarukan 

3. Terwujudnya pengelolaan 

sumberdaya air yang 

diarahkan untuk menjamin 

keberlanjutan daya 

dukungnya dengan 

menjaga kelestarian fungsi 

daerah tangkapan air dan 

keberadaan air tanah. 

4. Terwujudnya adaptasi dan 

mitigasi bencana alam 

susuai dengan kondisi 

geografi, klimatologi dan 

geologi Sulawesi Utara. 

 

 

5. Terkendalinya pencemaran 

dan kerusakan lingkungan 

dengan penerapan prinsip-
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pembangunan yang 

berkelanjutan 

 

 

prinsip pembangunan yang 

berkelanjutan 

Misi 6 : 

Mewujudkan 

SULUT 

sebagai 

Beranda 

Depan Di 

Utara NKRI 

yang 

sejahtera dan 

aman 

1. Mewujudkan Sulut 

sebagai beranda 

depan di Utara NKRI 

yang sejahtera dan 

aman 

2. Mewujudkan Sulut 

sebagai Pintu 

Gerbang Indonesia 

ke kawasan Asia 

Timur dan PAsifik 

 

1. Terwujudnya Sulut sebagai 

beranda depan di Utara 

NKRI yang sejahtera dan 

aman terutama di kawasan 

kepulauan dan perbatasan 

2. Terwujudnya upaya 

percepatan Sulut sebagai 

Pintu Gerbang Indonesia 

ke kawasan Asia Timur dan 

PAsifik. 

 

 

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran  pembangunan dalam RPJPD 

Sulawesi Utara 2005-2025 maka arahan kebijakan pada RPJMD periode III 

2015-2020 adalah “Memantapkan pembangunan Sulawesi Utara 

yang berbudaya, berdaya saing, aman  dan Sejahtera, dengan 

menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian 

yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta 

kemampuan iptek.” 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara  (RPJMD) 2016-2021 adalah tahapan ketiga dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah 

ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) 2005-2025 yang telah 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2011. 

Dengan berpedoman kepada UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2007 tentang 

RPJPN,  Perda Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2011,  RPJMD Provinsi 

Sulawesi Utara  2016-2021 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan 

Agenda Sulut  He bat  Gubernur /Wakil Gubernur Olly Dondokambey, Se 

dan DRS. Steven Kandouw.   RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 

adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Gubernur /Wakil 

Gubernur Olly Dondokambey, Se dan DRS. Steven Kandouw sekaligus untuk 

menjaga konsistensi arah pembangunan daerah  dengan tujuan di dalam 

Konstitusi Undang Undang Dasar 1945, RPJPN 2005–2025, dan RPJPD 

Sulawesi Utara 2005-2025.  

Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi 

Utara 2005-2025 menjadi pedoman dalam perumusan agenda 

pembangunan provinsi Sulawesi Utara. Perumusan visi dan misi jangka 

panjang daerah provinsi Sulawesi Utara  dijadikan dasar perumusan visi dan 

misi pembangunan jangka menengah provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 

yang diselaraskan dengan perkembangan situasi dan kondisi pembangunan, 

perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengubah struktur 

kebijakan terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang 

tentang Perindustrian. 

 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis. 

Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi 

dirumuskan sebagai terjemahan dari visi dan misi pengembangan 

wilayah provinsi dalam perencanaan pembangunan demikian pula 
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halnya dengan kajian lingkungan hidup strategis, diarahkan untuk 

mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan 

untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terutama untuk 

mewujudkan Misi: 

1) Meningkatkan investasi domestik dan asing (foreign direct 

infestment-FDI) lewat reformasi sistem, prosedur dan kultur 

birokrasi. Diharapkan melalui upaya diatas maka akan 

meningkatkan daya saing Sulawesi Utara serta. 

2) Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan. Agenda Pembangunan 

dalam misi ini adalah menitikberatkan pembangunan yang 

memanfaatkan sumberdaya secara efisien, membaiknya pola dan 

proses pembangunan yang berlandaskan pada pengelolaan 

sumberdaya alam demi kelestarian lingkungan hidup. Di pihak lain 

terus berupaya mempertahankan keseimbangan aspek pemanfaatan 

sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan 

sistem pembangunan berkelanjutan yang mampu menekan efek 

Climate Change. 

Sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD maka peran Badan pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah 

mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) untuk 

mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang semakin memadai 

termasuk infrastruktur wilayah di kawasan perbatasan, dalam rangka 

mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Asia dan Pasifik, 

yang selanjutnya akan semakin menarik minat wisatawan manca 

negara untuk berkunjung ke bumi “nyiur melambai.”  

 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis. 

Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance) adalah 
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prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka 

pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata  kelola  

pemerintahan  yang  baik secara   konsisten   ditandai   dengan   

berkembangnya   aspek   keterbukaan, akuntabilitas,    efektivitas,    

efisiensi,    supremasi    hukum,    keadilan,    dan partisipasi masyarakat. 

Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah 

daerah Sulawesi Utara terus berupaya memantapkan kualitas 

pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan 

yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun 

perubahan mindset dan culture set. Reformasi birokrasi diharapkan dapat 

menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi 

sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat sehingga 

berkontribusi pada peningkatan daya saing dan keberhasilan 

pembangunan di berbagai bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah.  

Birokrasi pemerintahan belum efisien dan budaya pelayanan masih 

lemah. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan telah dijalankan, 

akan tetapi belum sepenuhnya dapat mencegah munculnya distorsi 

produk-produk kebijakan publik, karena proses yang belum sepenuhnya 

transparan dan akuntabel baik pada saat penyusunan, pelaksanaan 

maupun monitoring dan evaluasinya. Pada umumnya masyarakat 

berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien dan pelayanan 

publik belum optimal.   

 

Prinsip dasar good governance seperti partisipasi, transparansi, dan 

akuntabilitas belum sepenuhnya dijalankan dalam birokrasi pemerintahan 

dan jabatan- jabatan publik. Masalah ini diperburuk oleh belum 

terbangunnya sistem rekrutmen pejabat publik berdasarkan prinsip 

meritokrasi. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja 

secara bertahap memang sudah ditingkatkan. Hal ini tercermin dari 

makin meningkatnya pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan 
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opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit yang dilakukan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun demikian harus diakui 

bahwa pencapaian Opini WTP belum mencerminkan birokrasi  yang  

bersih  dan  bebas  KKN, manajemen  aset  barang  milik  daerah belum 

dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum; dan sistem  

pengendalian  internal  belum  berjalan  efektif.   

Tantangan  ke depan  yang  perlu  ditindaklanjuti,  diantaranya  

peningkatkan  kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan; 

pengembangan sistem  dan pemantapan  pemeriksaan  kinerja;  

memperbaiki  manajemen pengelolaan aset    secara    modern    

berbasis    TIK; dan peningkatan efektifitas Sistem Pengendalian Intern 

(SPI).  Berdasarkan hasil penilaian kementerian Pendayaagunaan 

Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Kinerja Pemerintah Daerah masih 

rendah terkait dengan signifikansi input anggaran dengan kinerja   

organisasi;   lemahnya orientasi   pada   pencapaian   indikator hasil 

(outcome); lemahnya akuntabilitas kinerja instansi kabupaten/kota. Oleh 

karena itu, diperlukan komitmen pimpinan instansi untuk menghasilkan 

kinerja yang lebih baik. 

Dengan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal, 

isu strategis Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara dalam Periode Renstra 2016-2021 mendatang adalah 

sebagai berikut: 

a. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang serta jumlah aparatur 

dengan kemampuan teknis dan penguasaan teknologi yang kurang 

memadai untuk memberikan pelayanan maksimal kepada 

masyarakat khususnya wajib pajak daerah dan pengelolaan / 

penatausahaan Pendapatan Daerah (PATDA) yang akuntabel 

berbasis teknologi. 
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1. Fasilitas sarana/prasarana pelayanan pada UPTB-UPTB dan 

penunjang pelayanan perlu terus ditingkatkan dan 

dikembangkan untuk kenyamanan, kelancaran dan kecepatan 

pelayanan kepada wajib pajak. 

2. Sistim aplikasi pembayaran/penerimaan Pajak Daerah yang 

masih semi manual sering menjadi kendala kecepatan 

pelayanan, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan 

Pendapatan Daerah (PATDA). 

3. Sistim komputerisasi dan jaringan yang belum memungkinkan 

penatausahaan dan pelaporan serta pengawasan yang 

terintegrasi.  

4. Kurangnya sumber daya aparatur dengan kompetensi teknis 

penguasaan teknologi dan analis Perpajakan. 

5. Kurangnya sumber daya aparatur dengan latar belakang 

pendidikan formal maupun dengan kompetensi teknis 

pengelolaan/ penatausahaan administrasi 

pendapatan/keuangan daerah. 

6. Pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan stakeholder 

lainnya belum maksimal karena pemanfaatan teknologi yang 

belum optimal termasuk layanan yang bisa diakses langsung 

oleh masyarakat untuk membayar pajak daerah secara online 

dengan cara pembayaran non tunai, serta layanan informasi 

lainnya seputar ketentuan pajak daerah. 

b. Jumlah aparatur yang belum memadai dan penyebaran aparatur 

yang tidak merata menjadi kendala untuk menjangkau wajib pajak 

/ obyek pajak daerah yang tersebar hingga ke pelosok daerah, 

wilayah pesisir dan kepulauan, serta sikap dan mental aparatur 

yang belum memadai untuk mewujudkan pelayanan prima. 
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1. Penerimaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Atas Air yang belum optimal karena kurangnya 

tenaga aparatur untuk menjangkau wajib pajak / obyek pajak 

yang tersebar hingga ke pelosok daerah, wilayah pesisir dan 

kepulauan. 

2. Penyebaran jumlah pegawai yang relatif tidak merata sesuai 

kebutuhan di setiap unit pelayanan. 

3. Perlunya pelatihan khusus serta pembinaan sikap dan mental 

bagi petugas pemungut pajak  dan retribusi daerah dan petugas 

pada kantor/unit pelayanan pajak daerah dalam hal keramahan, 

sopan santun dan ketulusan dalam memberi pelayanan terbaik.  

c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban 

membayar pajak dan retribusi daerah, bahkan masih banyak yang 

berupaya menghindari kewajiban untuk membayar pajak daerah. 

1. Perlunya upaya sosialisasi secara efektif kepada masyarakat 

baik secara langsung atau melalui media cetak dan elektronik 

untuk meningkatkan kesadaran dalam hal membayar pajak 

daerah serta ketentuan lainnya menyangkut pajak daerah.  

2. Keengganan dan kelalaian masyarakat untuk memenuhi 

kewajibannya membayar pajak daerah menyebabkan terjadinya 

akumulasi tunggakan (piutang) pajak daerah dari tahun ke 

tahun yang memerlukan upaya ekstra untuk penagihan dan 

pengelolaan/ penatausahaan administrasi dan akuntansi secara 

khusus. 

d. Jarak / jangkauan masyarakat ke unit pelayanan Pajak Daerah yang 

tersedia relatif jauh, terutama masyarakat di daerah Kabupaten 

pemekaran dengan kondisi geografis wilayah yang sulit khususnya 

di wilayah kepulauan. 
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1. Perlunya upaya pendekatan pelayanan dengan menambah/ 

membuka unit-unit pelayanan baru pada wilayah 

Kabupaten/Kota hasil pemekaran, Outlet-outlet di Mall dan 

Pasar Modern. 

2. Perlunya upaya pendekatan pelayanan dengan menambah 

fasilitas unit layanan bergerak (mobile unit), samsat delivery,  

untuk memperluas jangkauan ke wajib pajak / penunggak 

pajak. 

3. Perlu meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota lebih khusus pada tingkat 

Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk inventarisasi/pendataan, 

penagihan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan di Atas Air 

dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, termasuk untuk 

menagih tunggakan pajak daerah lainnya.  

e. Rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah 

Kabupaten/Kota terutama di tingkat Kecamatan dan 

Desa/Kelurahan tentang pemanfaatan Pajak (Daerah) Provinsi.  

1. Perlunya upaya sosialisasi ke Kabupaten/Kota tentang 

pentingnya upaya bersama untuk mengoptimalkan Pendapatan 

Daerah (PATDA) dari sektor pajak daerah sehubungan dengan 

pemanfaatan sebagian pajak daerah untuk dana bagi hasil ke 

Kabupaten/Kota. 

2. Perlunya upaya peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi untuk 

sinergitas program dan kegiatan melalui kerjasama Tim 

Pembina SAMSAT dengan Kabupaten/Kota melalui forum 

koordinasi / komunikasi untuk optimalisasi pengelolaan 

Pendapatan Daerah (PATDA). 

3. Perlunya kerjasama dengan Pihak lain dalam rangka 

penelurusuran Wajib Pajak melalui Sistem BABINKAMTIBMAS, 
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Pembayaran secara Online bersama pihak Perbankan dan Jasa 

Keuangan lainnya, serta Gerai-gerai ekonomi (Indomaret, 

Alfamart, Multimart, Kantor Pos).  

4. Perlunya kerjasama dengan Pihak lain dalam rangka Menggali 

sumber-sumber Retribusi Daerah tentang Pemanfaatan 

Kekayaan Daerah (Landrent, Royalti)  
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

4.1.  Visi dan Misi SKPD. 

Berdasarkan telaahan atas Visi dan Misi Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah maka ditetapkan Visi dan Misi Perangkat Daerah 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara: 

“TERDEPAN DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

(PATDA) DAN PELAYANAN PRIMA” 

Visi ini merupakan keinginan dan komitmen semua jajaran 

organisasi Badan yang memiliki obsesi dan tekad bersama untuk 

dapat mencapainya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah 

mencermati dan menganalisis perkembangan yang ada sekarang dan 

memprediksikan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.   

Visi ini mencerminkan pula sebuah gambaran Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai suatu 

institusi dengan tugas dan mandat untuk mengoptimalkan 

penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA), menggunakan pendekatan 

manajemen Pendapatan Daerah (PATDA) dalam melaksanakan fungsi 

perencanaan Pendapatan Daerah (PATDA), mengorganisir aktivitas 

pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA), mengkoordinasikan unit 

kerja agar tercipta keselarasan kerja (sinkronisasi), mengedepankan 

efisiensi, mewujudkan pembinaan dan pengawasan internal serta 

pelaporan hasil kerja yang efektif.  

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara : 

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) yang 

dapat diterima masyarakat,partisipatif,bertanggung jawab dan 

berkelanjutan. 
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2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima ( Excellent Service), 

terpercaya,transparan,dan akuntabel. 

3. Mewujudkan SDM aparatur berdedikasi, integritas tinggi dan 

profesional. 

4. Membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD. 

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan 

suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.  Dapat bersifat 

kualitatif ataupun kuantitatif, dan diupayakan terfokus pada outcome.  

Dalam menetapkan tujuan perlu diperhatikan nilai-nilai, lingkungan, 

dan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan.  

Tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara sebagai penjabaran dari Visi dan Misi untuk periode 

Rencana Strategis 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) sebagai 

sumber pembiayaan pembangunan dan kemasyarakatan.   

Tujuan : Terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan 

Daerah (PATDA) yang optimal. 

Sasaran : Tercapainya tingkat kenaikan Pendapatan Daerah 

(PATDA) minimal sebesar 5 % per tahun. 

2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima (Excellent 

Service),terpercaya,transparan dan akuntabel. 

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan serta peningkatan 

pengelolaan administrasi Pendapatan Daerah (PATDA) 

yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi. 
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Sasaran : Terwujudnya pendekatan pelayanan yang berkualitas 

dan tertib administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah 

(PATDA) sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Mewujudkan SDM Aparatur berdedikasi,integritas tinggi dan 

profesional. 

Tujuan : Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya 

aparatur yang memenuhi kualifikasi kompetensi 

teknis,managerial,dan social serta pengembangan 

organisasi untuk pelayanan maksimal. 

Sasaran : Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. 

4. Membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.  

Tujuan : Meningkatnya koordinasi dengan instansi 

vertical,sinergitas antar SKPD pengelola pendapatan 

Daerah (PATDA) dan kerja sama dengan instansi mitra 

kerja dalam pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA). 

Sasaran : Terwujudnya peningkatan koordinasi dan sinergitas 

dengan semua pemangku kepentingan guna 

pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA) yang optimal.   

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran serta uraian Indikator Sasaran 

SKPD Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara untuk periode Rencana Strategis 2016-2021 sebagaimana 

diuraikan dalam Tabel 4.2.1 (terlampir). 

Sebagai implemetasi pelaksanaan penyelarasan anggaran dalam 

pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara memuat kebijakan kerangka pendanaan pembangunan 

daerah yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara. Kemandirian 

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi 

issue yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan 

daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapisitas fiskal (fiscal 
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capacity) akan menimbulkan kesenjangan fiskal   (fiscal gap).Pemerintah 

Sulawesi Utara harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar 

norma-norma dengan cara mengoptimalisasi potensi yang ada. Optimalisasi 

PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan 

penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik 

dengan prinsif value for money serta dilakukan secara komprehensif dengan 

berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan 

keuangan negara, dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern 

pemerintah daerah agar terpenuhi prinsif stewardship dan accountability. 

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 

21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pda Pasal 26 ayat (1). 

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi 

perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-undangan sudah diatur 

dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus 

memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan 

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 

286 ayat (2).  
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Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan 

mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD 

dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 

128 ayat (2). 

Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan 

perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di 

dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang semulanya open list 

menjadi close list, Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-Undang tersebut, dan penambahan jenis pungutan untuk Retribusi 

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 

2012.  Kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang 

memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas basis 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. 

Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi 

preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.  

Pemerintah Pusat dapat melakukan pembatalan Peraturan Daerah 

karena melanggar aturan yang lebih tinggi dan tidak diatur dalam peraturan 

perundangan. Karena seusai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan diakui 

keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 
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dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (2). Apabila Pemerintah 

Daerah membuat suatu produk hukum khususnya Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah melanggar ketentuan peraturan yang lebih tinggi, maka 

Pemeritah Pusat melalui Menteri Keuangan memberikan sanksi diantaranya: 

1.  Pelanggaran terhadap prosedur penetapan Ranperda menjadi Perda 

berupa sanksi penundaan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan 

bagi daerah yang tidak memperoleh DAU sebesar 10% setiap 

penyaluran; 

2.  Pelanggaran Perda terhadap larangan pemungutan PDRD 

berdasarkan Perda yang dibatalkan berupa pemotongan DAU dan 

atau DBH Pajak Penghasilan sebesar perkiraan penerimaan PDRD 

yang telah dipungut berdasarkan Perda yang dibatalkan untuk setiap 

periode penyaluran DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan. Apabila 

belum tercantum dalam RAPBD maka sanksi sebesar 5% setiap 

penyaluran DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan.  

 

Pendapatan Asli Daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, 

yaitu: 

B. Pajak Daerah 

 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

c. Pajak Provinsi meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB), 
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Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak 

Air Permukaan dan Pajak Rokok. Terkait dengan 

Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB telah 

diterbitkan Perpres nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang 

pembebanan anggaran dalam pengelolaannya 

merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. 

Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur 

dalam Pasal 95 dengan persentase yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya 

dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. 

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat sisi kelemahan 

yaitu tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah 

Pusat ke Pemerintah Provinsi mengenai keterlambatan 

penyaluran ke Kabupaten/Kota. Hal ini diperlukan agar 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kepastian 

untuk memprediksi arus kas masuk dan dapat digunakan 

untuk mendukung program kegiatan yang dianggarkan 

dalam APBD. Apabila tidak terdapatnya sanksi tentu 

Pemerintah Provinsi melakukan penyaluran tidak sesuai 

dengan ketentuan sehingga merugikan daerah secara 

berkelanjutan. Perubahan regulasi tersebut diperlukan 

agar Pemerintah memiliki kepastian dalam proses 

penganggaran dan pelaksanaan; 

d. Pajak Kabupaten/Kota meliputi : Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan 

Logam (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan dari 

Pemerintah Provinsi), Pajak Air Tanah, Pajak Sarang 
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Burung Walet, PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 11 (sebelas) 

Objek pajak tersebut dalam pelaksanaan harus diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan besaran 

persentase pengenaan pajak tidak diperkenankan 

melanggar aturan tentang Pajak Daerah. 

Pemerintah Sulawesi Utara dalam mengelola 

Potensi Pendapatan Asli Daerah serta menjamin 

kepastian hukum terhadap beralihnya sebagian 

kewenangan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota di 

Bidang Pajak Daerah yang merupakan sumber 

pendapatan yang memberikan kontribusi besar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan 

urusan Pemerintahan Provinsi yang sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah diperlukan usaha untuk 

mengoptimalkan pemungutannya,terutama dalam rangka 

penyempurnaan dan tata tertib pelaksanaan pemungutan 

maka Peraturan Daerah No.7 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara No.1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

No.7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak 

sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan.  

Hal-hal yang menjadi tolak ukur dalam perubahan 

sebagai berikut: 

 1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.  

2. Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi yang 

ditetapkan secara Progresif. 
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3. Perubahan tarif BBNKB. 

4. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai 

Perolehan Air Permukaan. 

5. Menyangkut Piutang Pajak. 

6. Pengelolaan Pajak Alat Berat/Alat Besar 

 

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 

 

Adapun strategi Penerimaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang 

dilihat dari Profil dan prospek Pajak Provinsi khususnya pada penerimaan 

dari  4 Jenis Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini ( Tabel 5.4) 

tentang Proyeksi Pajak Daerah  yaitu :  

 

Tabel. 4.3.1 Proyeksi Pajak Empat sumber terbesar Provinsi Sulut 

        Periode Bulan Oktober – Desember 2017 

 

Jenis Penerimaan Realisasi Okt* Realisasi Nov* Realisasi Des* 

 
Oct-17 Nov-17 Dec-17 

PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR (PKB) 
  23,500,471,609.26    23,764,984,987.51    24,029,498,365.77  

Growth                              1.14                               1.13                               1.11  

BEA BALIK NAMA 
KENDARAAN BERMOTOR 

(BBN-KB) 

  28,325,724,534.18    27,520,685,499.29    27,291,612,502.00  

Growth                              4.29                             (2.84)                            (0.83) 

PAJAK AIR PERMUKAAN ( 

PAP)  
    1,417,374,629.60          655,688,705.72        (105,997,218.17) 

Growth                    17,226.34                           (53.74)                       (116.17) 

PAJAK BAHAN BAKAR 

KENDARAAN BERMOTOR 

(PBB-KB) 

  16,657,618,829.87    17,576,380,497.63    18,411,086,223.09  

Growth                          (11.22)                              5.52                               4.75  
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